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ABSTRACT
MANGROVE FOREST MANAGEMENT IN NUNUKAN DISTRICT

Wahyuni Sulistyawati
wahyunis.s2ut@gemail.com

Universitas Terbuka

The changing of the law No. 23/2014 causes a change of mangrove forest
management outhority  from Nunukan Government to Kaltara Province. Mangrove
Jforest management not optimal yet due geographical factor ard span of monitoring
conirol.. The purpose of this study is to describe and analyze the mangrove forests
governance and to analyze the supporting and inhibiting factors in mangrove forest
management in Nunukan District. This research uses descriptive qualitative method.
The results using characteristics analysis show that good governance reflect the
decision-making process of stakeholders, by applying the principles of good
governance, namely: participation, legal certainty, transparency, accountability and
effectiveness and efficiency. Mangrove forest governance in Nunukan District has not
been applied properly, the importance of application to be a benchmark / indicator
and characteristics / characteristics of good governance. Theoretically the principle
of good governance in mangrove governance has not been applied involving the
stakeholders and the community. From the principles of good governance there is
still less involvement of the private sector in mangrove forest management and the
participation of the people who have not been directed. Each stakeholder has o
different role in implementing mangrove forest governance. The role will synergize
with to achieve optimal mangrove forest governance. Mangrove forest management
has supporting and inhibiting factors. The supporting factor is the rule of law which
regulates the achievement of policy on mangrove governance and the estabiishment
of community monitoring group (pokwasmas) accompanied by Dinas Perikanan
Kabupaten Nunukan. The inhibiting factor is that there is no active participation role
Jrom the private sector, the transparency component, responsibility and effectiveness
and efficiency are nor yet optimal because the role of stakeholders has not been
synergized. There is a need for integration between government actors in
implementing mangrove forest governance system; the need for community
involvement can play an active role in managing community-based mangrove forest
areas and the need for additional human resources that have competence in support
of mangrove forest governance in Nunukan District.

Keywords: governance, mangrove forest, stakeholders.
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ABSTRAK

TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN NUNUKAN

Wahyuni Sulistyawati
wahvunis.s2ut@gmail.com

Universitas Terbuka

Berubahnya pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan mangrove dari Pemda
Nunukan ke Propinsi Kaltara serta rentang kendali pengawasan pengelolaan hutan
mangrove di Kabupaten Nunukan berdasarkan kebijakan UU No 23 tahun 2014 dan
mengingat faktor geografis yang sangat jauh berdampak pada tata kelola mangrove
yang belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan
menganalisis tata kelola hutan mangrove dan menganalisis faktor pendukung dan
penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Metode
pendekatan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis hasil
penelitian tata kelola mangrove menggunakan karakteristik dalam good governance
mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan stakeholders, dengan
menerapkan prinsip good governance, yaitu : partisipasi, kepastian hukum,
transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dan efisiensi. Pada tata kelola hutan
mangrove di Kabupaten Nunukan belum diterapkan dengan baik, pentingnya
penerapan menjadi tolak ukur dan karakteristik kepemerintahan yang baik. Secara
teoritis prinsip good governance dalam tata kelola mangrove belum diaplikasikan
melibatkan stakeholders dan masyarakat, prinsip good goverrance ada yang masih
kurang, yaitu kurang terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove dan
partisipasi masyarakat yang belum terarah. Stakeholders mempunyai peran yang
berbeda dalam melaksanakan tata kelola hutan mangrove. Peran tersebut akan
bersinergi dengan untuk mencapai tata kelola hutan mangrove yang optimal. Tata
kelola hutan mangrove tersebut mempunyai faktor pendukung dan penghambat,
Faktor pendukung adalah adanya supremasi hukum yang mengatur tercapainya
kebijakan tentang tata kelola mangrove dan telah dibentuknya kelompok pengawas
masyarakat (pokwasmas) yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Nunukan, faktor penghambatnya adalah belum ada peran partisipasi aktif dari pithak
swasta, masih belum terlaksananya komponen transparansi, tanggung jawab dan
efektifitas serta efisiensi yang belum optimal karena peran dari stakeholders belum
bersinergi. Diperlukan adanya integrasi antar pelaku pemerintah dalam melakukan
sistem tata kelola hutan mangrove, perlunya pelibatan masyarakat agar dapat
berperan aktif dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berbasis masyarakat
dan diperlukannya penambahan SDM yang berkopeten dalam menunjang tata kelola
kutan mangrove di kabupaten Nunukan.

Kata kunci : tata kelola, hutan mangrove, stakeholders.
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BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Gambaran Umum Lokus Penelitian

1.Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Lahimya Undang-undang No. 23 tahun 2014 mengamanatkan adanya
efisiensi kelembagaan yaitu dengan beralihnya Dinas Kehutanan yang berada di
masing-masing daerah menjadi bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara sementara di kabupaten/kota berubah menjadi Unit Pelaksana
Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) yang berada dimasing-masing
Kabupaten/Kota. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan
unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang menangani urusan kehutanan yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara
melalut Sekretaris Daerah.

Pembentukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016. Susunan organisasi
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tersebut tgrdiri atas yaitu 10
(Sepuluh) Esselon HI yaitu 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5
(lima) Kepala UPT; 30 (tiga puluh) Esselon IV yaitu 8 (delapan) orang Kepala
Sub Bagian dan 22 (dua puluh dua) Kepala Seksi serta kelompok jabatan
fungsional. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, membawahi
10 (sepuluh) unit Esselon III (sekretaris dan Kepala Bidang, UPT dari Unit

Eselon IV (Kasie), sebagaimana terlihat pada lampiran 4.

46
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Tugas (Kadis): Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam menyusun
dan merumuskan kebijakan teknis kehutanan serta melaksanakan teknis
operasional penyelenggaraan pelayanan kehutanan meliputi perencanaan,
pengusahaan hutan, produksi bina hutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan,
keamanan dan penyuluhan kehutanan.

Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang hutan dan kehutanan;

2. Pelaksanaan tugas di bidang hutan dan kehutanan;

¥

. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang hutan dan kehutanan;

HoY

. Pembinaan dan pengembangan di bidang hutan dan kehutanan

Lh

. Penyelenggaraan penyuluhan di bidang kehutanan
6. Pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.

Tugas dan fungsi dapat dilakukan oleh Dinas Kehutanan provinsi Kaltara
termuat  dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas,
penyelenggaraan pelayanan umum serta pembinaan dan pengembangan dalam
bidang hutan dan kehutanan.

. Sumber daya Aparatur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang yang terdiri dari :

- Eselon II : 1 (satu) orang
~ Eselon 1 : Sebanyak 5 (lima) orang
- Eselon IV : Sebanyak 15 (lima belas) orang




- Pelaksana

: Sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang

43438.pdf

Jumlah aparatur tersebut dengan rincian berdasarkan jenis kelamin dan

pendidikan adalah sebagai berikut :

Jenis Kelamin dan Pendidikan Aparatur

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Jumlah Pegawai Jumlah
L P 52 S1 [D4/D3 | SLTA | SLTP § SD Pegawai
32 11 6 33 1 3 - - 43

Sumber : Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi tahun 2017

Jumlah PNS yang berada di lingkup dinas Kehutanan Provinsi sebanyak

43 orang yang didominasi oleh Laki-laki serta mempunyai pendidikan terakhir

terbanyak dari Pendidikan terakhir S1. Dari jumlah pegawai yang berada di

provinsi ini belum "ada yang mempunyai kompetensi tersendiri tentang

mangrove. Selanjutnya dari tabel 4.2 berikut dapat di lihat data pegawai

berdasarkan golongan.
Tabel 4.2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Jumlah Pegawai
11 111 v Jumlah
4 33 6 43

Sumber : Rencana Strategis 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi tahun 2017

Tabel 4.2 terlihat bahwa pegawai PNS dengan jumlah keseluruhan sebanyak

43 pegawai, dari jumlah tersebut yang mendominasi berada pada golongan III

sebanyak 33 pegawai dan yang berada pada golongan [V sebanyak 6 pegawai,

dan yang beda pada golongan II sebanyak 2 pegawai, hal ini terlihat adanya




-
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kebutuhan akan tenaga pelaksana dalam memberikan pelayanan terhadap 5
| (lima) kabupaten/kota sasaran objek pembangunan.
Selanjutnya sebagai staf yang berada di lapangan, sebagai perpanjangan
tangan kegiatan Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat, Dinas
Kehutanan Propvinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah tenaga penyuluh

yang berada pada masing-masing kabupaten/Kota, dapat dilihat pada tabel 4.3

berikut :
Tabel 4.3
Data Penyuluh Kehutanan Tahun 2017
NO KAB/KOTA JUMLAH WILAYAH KERJA
Kec. Tanjung Palas Barat
Kec. Tanjung Palas Timur
Kec. Tanjung Palas Utara
L. Bulungan > Orang Kec. Tanjung Palas
Kec. Tanjung Palas Tengah
Kec. Sekatak
Kabupaten
Pulau Sebatik
2. Nunukan 5 Orang Kec. Nunukan
Kec. Sembakung
Kec. Seimanggaris
3. Tarakan 2 Orang Kota Tarakan
. Balai Taman Nasional Kayan
3. Malinau 3 Orang Mentarang
5. Tana Tidung 1 orang Tana Tidung
Dinas Keput-anan Dinas Kehutanan Provinsi
6. Provinsi 2 orang Kalimantan Utara
Kalimantan Utara

Sumber : Data Bidang Kehutanan Tahun 2017
Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat adanya persebaran tenaga penyuluh, yang

ditempatkan pada masing-masing Kabupaten/Kota, belum merata sesuai luas
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lingkup kerjanya, sementara penyuluh yang berada pada Dinas Kehutanan
provinsi Kalimantan Utara belum mendapat wilayah kerja seperti yang berada
di kabupaten/kota lainnya. Untuk mengetahui luas lingkup wilayah kerja

berdasarkan peta PIAPS dapat dilihat dalam lampiran 5.

Penyelenggaraan kegiatan, penyuluh mempunyai peranan penting sebagai
fasilitator penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan melakukan penyuluhan agar dapat
memberikan peningkatan terhadapat pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
Dalam sasaran utamanya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dengan
memberikan stimulan berupa kegiatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan hutan

dan kehutanan di Provinsi Kalimantan utara.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan
yang sesuat dengan fungsi pokok dan peruntukkanya yang dapat dikelola secara
efisien dan lestari. Dibentuknya KPH ini karena munculnya permasalahan
kehutanan yang diakibatkan adanya ketiadaan pengelolaan di lapangan
sehingga seri disalah artikan oleh masyarakat bahwa kawasan hutan merupakan
akses terbuka untuk membuka lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/Menhut-
II/2011 perihal penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPHL) dan

kesatuan hutan produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Utara.
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Tabel 4.4
Rincian Luas dan Fungsi Kawasan Hutan KPHL dan KPHP Prov. Kaltara
NO UNIT ... FUNGSTKAWASAN HUTAN '~ " LUAS - KABUPATEN/
W “HL{HA) | HPT(HA) [ HP(HA)- (HA) " KOTA
1 | KPHLUNITI 56,879 - : 56,879 NUNUKAN
2| KPHL UNIT VI 2,400 - 2,233 4,633 TARAKAN
JUMLAH KPHL 59279 : 2,233 61512

1__| KPAP UNIT 1l 153,969 166,835 25,126 345,930 MALINAU

2 | KPHP UNIT X 212,622 358,083 106,198 676,903 MALINAU

3 | KPHP UNIT XI 65,596 309,233 267,646 642,475 MALINAU

4 | KPHP UNIT XX 144,519 393 411 - 537,930 MALINAU

5 | KPHP UNIT XX 95,603 372,510 - 468,113 MALINAU

6 | KPHP UNIT III 73,889 92,339 13,358 179,586 NUNUKAN
7 | KPHP UNIT IV 33,329 102,523 282,279 418,131 NUNUKAN
8 | KPHP UNIT VIII - - 140,334 140,334 BULUNGAN
9 | KPHP UNIT IX 5,985 434 198,503 204,922 BULUNGAN
10 | KPHP UNIT XIII 29,580 117,378 70,501 217,459 BULUNGAN

TANA
11 | KPHP UNITV 168,198 309,868 9,776 487,842 TIDUNG
TANA
12 | KPHP UNIT VII 9,504 37,849 47353 TIDUNG
o ML AL : CLBZR. | LISEST0 [ 4366978 [ T
" TOTAL Kp}ﬁjnm KPP T2 ERIER T, 1:3 303 [ 1.4, 428 490

Sumber : Data Bidang Kehutanan tahun 2015

HP Hutan Produlsi, HPT : | Huran Produkﬂ T erbatas HL Hutar.- Lmdung

3. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi UPT KPH Nunukan

Tugas dan fungsi pokok UPT KPH Nunukan berdasarkan Peraturan

Gubernur No 28 tahun 2016. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, bahwa dalam rangka

pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di

bidang pengeloiaan hutan, perlu dibentuk unit Pelaksana Teknis pada Dinas

Kehutanan provinsi Kalimantan Utara.
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Tugas dari UPT Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) yaitu melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang Dinas di bidang

pengelolaan hutan dalam wilayah kerja KPH yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT KPH Nunukan

menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

a.

o

ol

pusk o

Pelaksanaan tata hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian pada wilayah KPH,
Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH,

Pelaksanaan perlindungan, konservasi sumber daya rehabilitasi dan
reklamasi di wilayah KPH,

Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan KPH,

Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan
hutan di KPH,

Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan
hutan,

Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang
kehutanan,

Pengembangan dan pengelolaan system informasi dan perpetaan dalam
pengelolaan hutan di KPH,

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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UPT KPH Nunukan, pada tahun 2017 mulai merintis dan di Kepalai oleh
Esselon 3A saat ini dengan jumlah pegawai sebanyak 25 orang.
Tabel 4.5 dibawah ini menunjukkan jumlah pegawai berdasarkan golongan

yang berada di UPT KPH Nunukan.

Tabel 4.5
Data Pegawai UPT. KPH Nunukan Berdasarkan Golongan
Jumlah Pcgawai
Il 111 v Jumlah
13 11 1 25

Sumber. Anonim 2017,
Tabel 4.5 terlihat bahwa pegawai PNS yang berada pada UPT KPH Nunukan
dengan jumlah keseluruhan sebanyak 25 pegawai, dari jumlah tersebut yang
mendominasi berada pada golongan II sebanyak 13 pegawai, di mana di
dominasi oleh pegawai fungsional dengan jabatan Polisi Kehutanan dan yang
berada pada golongan IV sebanyak 1 pegawai, dan yang beda pada golongan 111
sebanyak 11 pegawai.
4. Pengelolaan SDA Kehutanan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan mempunyai luas wilayah yang dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. Pada potensi Sumber Daya
Hutan (SDH) masih banyak yang dapat di eksplore untuk mendapatkan hasil
yang lebih optimal dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Nunukan.
Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan
memantapkan fungsi sumberdaya hutan sebagai fungsi ekologi dan sumberdaya
hayati lain serta ekosistemnya. Kabupaten Nunukan terdapat beberapa status

kawasan berdasarkan fungsi dan kegunaannya di mana dapat dijelaskan dalam
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tabel 4.6 tata hutan kesepakatan di Kabupaten Nunukan tahun 2012 — 2014,

sebagai berikut :
Tabel 4.6
Luas Kawasan Hutan Menurut Tata Hutan Kesepakatan (Ha)
Tahun 2012-2013
Status Kawasan 2012 2013

Hutan Lindung (HL) 167.428 150.943
Hutan Produksi Terbatas - 270.542
(HPT)
Hutan Produksi yang - 13.403
Dapat Dikonversi (HPK)
Kawasan Suaka Alam 356.819 326.969
(KSA/KPA)
Areal Penggunaan Lain 470914 489.349
(APL/KBNK)

Jumlah 1.426.368 1.420.889

Sumber Data : BPS Nunukan Tahun 2016
Menurut tabel 4.6, fuas kawasan hutan secara keseluruhan pada tahun 2013

seluas 1.426.368 Ha, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2013, luas hutan di
kabupaten Nunukan menurun, menjadi 1.420.889 Ha, dari luas keseluruhan
tidak mempunyai pembagian berdasarkan status kawasan, di mana termasuk
dalam kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan
Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), Kawasan Suaka Alam (KSA/KPA),
Areal Penggunaan Lain (APL/KBNK). Sedangkan yang fermasuk kedalam

kategori kawasan lahan yang tidak produktif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Jenis dan Luasan Lahan Tidak Produktif di kabupaten Nunukan

No Jenis Tutupan Lahan Luas (IIa) Presentesan (%)
1 Semak dan Belukar 72.908 5,11
2 Semak dan Belukar Rawa 81.095 5,69
3 Tanah Terbuka 29.906 2,10
4 Rawa 736 0,05

Total 184.645 12,95%

Sumber data:Diolah dari Dishutbun (2013) dikutip dalam Sundari (2016:62)
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Tidak semua kawasan di kabupaten Nunukan yang dapat digunakan
sebagai kawasan Produksi dan diantara kawasan produksi tersebut, terdapat
kawasan terbuka yang tidak produktif seluas 1295% dari luas lahan di
Kabupaten Nunukan. Dari tabel di atas bahwa Semak dan Belukar Rawa yang
mendominasi lahan tidak produktif di kabupaten Nunukan yaitu sebesar 81.095
Ha. Sedangkan rawa yang yang tidak produktif menduduki lahan yang minim
yaitu 736 Ha. Dari data lahan yang tidak produktif tersebut membuka peluang
kepada masyarakat untuk melalakukan pengayaan baik yang dilakukan di darat
ataupun dirawa. Selanjutnya untuk mengetahui luasan hutan mangrove di
Kabupaten Nunukan dapat dilihat dalam tabel 4.8 Jenis dan Luas lahan di

Kabupaten Nunukan tahun 2013.

Tabel 4.8
Jenis dan Luas lahan di Kabupaten Nunukan
No Jenis Penutupan L.ahan Luas (Ha) Persentase (%)
1 | Hutan Lahan Kering Primer 371.245 26,03
2 | Hutan Lahan Kering Sekunder 481.059 33,73
3 | Hutan Mangrove Primer 6.269 0,44
4 | Hutan Mangrove Sekunder 63.218 4,43
5 | Semak dan Belukar 72.908 5,11
6 | Pertanian Lahan Kering 21 0,00
7 | Pertanian Lahan Kering campur 57.210 4,01
Semak

8 | Tanah Terbuka 29.906 2,10

Total 1.081.836 75,85

Serta jenis penutupan lahan lainnya hingga mencapai 100%

Sumber Data: Diolah dari Dishutbun tahun 2013 dikuti oleh Sundari (2016:87)
Tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa yang mendominasi lahan yang ada di
Kabupaten Nunukan adalah lahan kering sekunder, di mana mencapai angka

481,059 Ha atau sebanyak 33,73%, selanjutnya lahan yang jenis penutupan
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lahannya rendah diduduki oleh jenis Pertanian lahan kering mencapai 21 Ha
atau sekitar 0,0%. Dalam tabel ini disebutkan adanya jenis penutupan lahan dari
jenis Hutan lahan Mangrove Primer dan Hutan Lahan Mangrove sekunder
mencapat 69.487 Ha atau seluas 34% dari luasan jenis penutupan lahan di
Kabupaten Nunukan yang diambil dari Lanscap tahun 2013.

Selanjutnya pada tabel berikut akan menyajikan luasan Lahan mangrove
yang tertuang dalam Luas Kawasan Hutan Kota di kabupaten Nunukan menurut
Lokasi.berdasarkan tabel dibawah ini ada 2 (dua) kawasan yang telah diberikan
Surat Keputusan dari Pemerintah Daerah melakui SK yang bersangkutan.
Dalam hal ini ada perhatian khusus oleh Pemerintyah daerah dalam mengelola
kawasan hutan mangrove sebagai Kawasan Pengelolaan dan Perlindungan

Satwa lainnya yang terdapat di Kelurahan Nunukan Selatan dan Desa Liang

Bunyu.
Tabel 4.9
Luas kawasan Hutan Kota menurut lokasi (Ha)

Kabupaten Lokasi Luas (I1a)
Nunukan Pagun Benua (Kelurahan Nunukan 39

Selatan)

Pagun Raya (desa Binusan) 100

Kawasan Pengelolaan Mangrove dan 9,4

Perlindungan satwa lainnya

(Kelurahan Nunukan Selatan)

Kawasan Pengelolaan Mangrove dan 5

Perlindungan satwa lainnya (desa

Liang Bunyu)

Sumber data: Dinas Kehutanan Kalimantan Timur (2013) dikutip
http://kaltara.bps.go.id//LinkTabelStatistik/view/id/140

Tabel 4.9 menyebutkan adanya luasan lahan yang perlu dijadikan

sebagai bagian dari perjalanan program perlindungan yang dilakukan oleh Dinas
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Kehutanan dan Perkebunan, saat itu dengan SK No. 369 yang terbit pada tahun
2011. Program yang dilakukan  hutan mangrove dimaksudkan untuk
meningkatkan kelestarian ekosistem dan pengendalian kerusakan lingkungan
pantai dan lautan serta meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam
mengelola kawasan pantai. Dalam konteks ini, pemerintzh pada umumnya
menjalankan kegiatan rehabilitasi dengan melakukan berbagai macam program

yang ada didalamnya sebagai bagian dari Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan

program Mangrove.
Tabel 4.10
Potensi SDA Sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Nunukan

No Potensi SDA Jumlah

1 [ Perairan 304.867 Ha

2 | Panjang garis pantai 314.592 km”

3 | Jumlah Pulau — pulau Kecil 29 pulau

4 | Hutan Mangrove 110.431,666 Ha

5 | Terumbu Karang 314 Ha

6 | Areal Pemelibaraan perikanan budidaya | 18.446,55 Ha

Sumber data: Eva Rahmifa (2016:3)

Tabel 4.10 tersebut menjelaskan adanya potensi sumber daya alam sektor
perikanan yang termuat dalam potensi sumber daya manrove, dimana dalam
tabel 4.10 menyebutkan bahwa Pulau Nunukan mempunyai pulau-pulau kecil
sebanyak 29 pulau, yang terletak mulai dari Pulau Nunukan hingga bagian darat
Bomeo Nunukan. Seperti yang berada di Kecamatan Sembakung, Lumbis dan
Sebuku. Dari 29 Pulau tersebut merubakan potensi SDA yang perlu dikelola
dengan memperhatikan prinsip ekologi dan ekonomi, selain itu dapat dijadikan
destinasi wisata mangrove yang dapat menarik pengunjung pada wisata

perbatasan. Selain itu adanya luasan hutan mangrove 110.431,666 Ha masih
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banyak yang dapat dikembangkan dalam kajiannya menjadi taman konservasi,
untuk kepentingan tambak serta kepentingan yang lain, dalam peruntukkannya
perlu dilakukan sesuai dengan RTRWP yang telah disepakati, sehingga
diperlukannya {jin dalam pengelolaan hutan mangrove dan adanya pengawasan

guna terjaganya kondisi mangrove dari tahun ke tahun.

B. Hasil dan Pembahasan
1. Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan
a. Partisipasi

Hasil penelitian terkait dengan komponen partisipasi pada tata kelola

mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan

beberapa informan adalah sebagai berikut:

1) Dinas Kehutanan Provinsi
Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara yang disampaikan oleh
Kasubdit RHL partisipasi yang berhubungan dengan pengelolaan
mangrove dalam dimulai dari perencanaan pola akomodir dari pihak
masyarakat sudah mulai di lakukan oleh pihak pemerintah, khususnya
oleh Dinas Kehutana Provinsi, telah melakukan lomba pengelolaan
mangrove. Seperti yang telah dikatakan oleh Kasubdit Rehabilitasi
Hutan dan Lahan.

“....sudah mulai dianggarkan dan direncanakan, seperti sudah

berjalannya lomba pengelolaan mangrove, pada dasarnya lomba
untuk memberikan semangat untuk menjaga hutan mangrove.....”
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Dilihat dari partisipasi peran swasta, belum ada kepastian yang
Jelas tentang keikutsertaan dalam proses pengelolaan mangrove, dalam
tata kelola yang telah disampaikan (World ConConference on
Governance, UNDP, 1999) dalam Sedarmayanti (2009:270) bahwa :

“.....suatu proses tata kelola yang baik, dengan melibatkan
stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial
politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber
daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang
dilaksanakan dengan menganut asas : keadilan, pemerataan,
persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas...”

Dalam hal ini, maka disampaikan Sedarmayanti dalam
pengelolaan yang baik perlu ada partisipasi dari scmua stakeholders,
sechingga dalam hal ini bila tidak ada pihak swasta yang belum
berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove, maka belum terlaksana
tata kelola yang baik.

Selanjutnya menurut Kepala UPT KPH Nunukan merasa
belum ada peran partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan
hutan mangrove. Seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai
berikut:

“...... kolaborasinya dibentuk dalam Pokja, sebelum saya
menjabat kepala KPH dan masih Di Dinas Kehutanan dan
Perkebunan kabupaten Nunukan, sudah mulai ada pembentukan
Pokja tingkat Nasional kemudian diakomodir di Provinsi.
Selanjutnya akan ditesrukan ke Kabupaten, namun saat ini belum
terealisasikan...”

Menurut Kepala UPT. KPH Nunukan, scharusnya masyarakat

dilibatkan dalam pembentukan kelompok kerja pengelolaan hutan




2)
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mangrove. Namun saat ini pembentukan kelompok kerja peduli
mangrove belum terealisasi. Pentingnya peran partisipasi ini akan
membawa rasa peduli masyarakat tentang manfaat yang didapat pada

poetnsi mangrove yang lain, selain manfaat kayu.

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Berbeda dengan pendapat Kepala UPT KPH Nunukan, Dinas
Perikanan Kabuapeten Nunukan dalam hal ini disampaikan Kepala
Bidang Perijinan Usaha dan Tempat Pelelangan lkan, di mana
partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan adanya
pembentukan Pokmaswas seperti Kelompok Masyarakat Pengawas.
Sesuai  Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam
KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem
Pengawasan Masyarakat Dalam pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Di mana, peran aktif masyarakat
dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab agar
diperoleh manfaat secara berkelanjutan. Seperti yang disampaikan
dalam wawancara sebagai berikut :

“,..peran partisipasi masyarakat dengan menjaga
pribadi agar mangrove tidak lagi ditebang. Kemudian
masyarakat dengan telah dibentuknya Pokmaswas. Kelompok
Masyarakat Pengawas dengan memberdayakan melakukan
pelatihan pengelolaan bahan dari mangrove. Jadi masyarakat itu

mengerti manfaat mangrove dari buah, akar sampai daun,
sehingga tidak mau menebang pohon mangrove lagi.
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Dalam hal ini Dinas Perikanan dapat memberikan solusi pola
partisipasi masyarakat dalam mengikutsertakan peran masyarakat
dalam pengawasan. Peran pemerintah lebih kepada memberikan
dorongan kepada masyarakat yang terlibat dalam kelompok nelayan
dengan dibentuknya Pokmaswas dari cikal bakal kelompok nelayan
ini, memberikan tambahan tentang peran pokmaswas yang belum
terlaksana dilapangan, karena menurut masyarakat setempat partisipasi
masyarakat
LSM

Tata kelola hutan mangrove perlu peran aktif dari masyarakat.
Partisipasi masyarakat perlu didorong, karena ketidaktauan dalam tata
kelola yang diatur dalam peruntukannya. Seperti yang disampaikan
pada wawancara bersama Direktur PLH sebagai berikut :

“..Sudah Pemah dilibatkan, dalam pengajuan pengelolaan
mangrove di Desa Setabu, Tanjung Cantik dan Setalak
perkembangannya sekarang masih dalam proses, karena
kewenangan berada pada level Provinsi, sekarang sudah berada
pada kewenangan Dinas Perikanan Provinsi. Sehingga proses
pengajuan pengelolaan hutan mangrove pun tertunda...”

Peran aktif masyarakat pada tata kelola mangrove dianggap
penting oleh LSM Perkumpulan Lingkar Hijau (PLH), dalam
kaitannya program yang pernah dilakukan oleh PLH dalam pengﬁjuan
pengelolan hutan mangrove sebagai kawasan konservasi yang
berdampingan dengan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten pada

tahun 2015-2016, memberikan peluang pada 3 (tiga) desa diantaranya
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Setabu yang berada di Kecamatan Sebatik Barat, Tanjung Cantik
Binusan dan Pulau Sinalak Nunukan. Dalm perkembangannya saat ini
masyarakat menanti kelanjutan kegiatan tersebut, karena kewenangan
berubah menjadi kewenangan Provinsi, maka proses pengajuan adanya
pengelolaan partisipasi masyarakat terhadap mangrove selanjutnya
tertunda.
Masyarakat
Peran partisipasi masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap

lingkungan khususnya mangrove seperti yang dilakukan oleh ketua
Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa, selaku nelayan dan juga
pembudidaya rumput laut ini merasa sudah berpartisipasi bersama
dengan anggota kelompok nelayan yang sudah terbentuk pada tahun
2009, di mana kelompok ini sudah melakukan kegiatan penanaman
mangrove seluas 10 ha pada kegiatan Bansos yaitu Bantuan Langsung
Masyarakat Pengelola Masyarakat Berbasis Konservasi (BLM
PMPBK) pada Kemetrian Kehutanan pada tahun 2012 dan melakukan
penanaman pada kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Mangrove pada
tahun 2013 seluas 15 Ha juga dianggarkan oleh Kemetrian Dinas
Kehutanan. seperti yang telah dikatakan oleh Ketua Kelompok
Perumahan Nelayan Mansapa, sebagai berikut :

“.....kami sudah pernah menanam mangrove di dampingi oleh

Penyuluh kehutanan, tahun 2011 kegiatan Bansos itu dengan

menanam mangrove dan ada bantuan budidaya rumput laut, dari
situ kami bisa membuat kas buat kelompok, dan kelompok sampai
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supremasi hukum seperti yang dimaksud oleh Transparansi Indonesia

(MTT) mengemukakan prinsip-prinsip good governance :

(11

.....partisipasi  masyarakat, semua warga masyarakat

mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili
kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh  dibangun
berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat,
serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif...”

Teori ini menyebutkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat

yang dapat disalurkan dalam bentuk suara, dalam hal ini masyarakat

sekitar mangrove mau memberikan kepeduliannya terhadap kelestarian

mangrove minimal dapat menyerukan dalam kegiatan musrenbang.

Sebagai bentuk kepedualian masyarakat terhadap linglkungan.

Ada beberapa peran partisipatif yang dapat dilihat dalam Bahagia

(2009:35) dalam Sagrim (1997), menyatakan bahwa ada 9 (sembilan)

tipe partisipasi yang dapat terjadi dalam pembangunan di dacrah.

Kesembilan tipe partisipasi itu adalah sebagai berikut:

oo

B e rh O A

Partisipasi tipe sukarela dengan inisiatif dari bawah.
Partisipasi dengan imbalan yang inisiatifnya datang dari bawah.
Partisipasi desakan atau paksaan (enforced) dengan inisiatif
dari bawah.
Partisipasi sukarela (volutered) dengan inisiatif dari atas.
Partisipasi imbalan (rewaded) dengan inisiatif dari atas.
Partisipasi paksaan dengan inisiatif dari atas.
Partisipasi sukarela dengan inisiatif bersama (through shared
initiative).
Partisipasi imbalan dengan inisiatif bersama, dan

Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama (dari atas dan
dari bawah).
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Beberapa tipe partisipatif yang dikemukakan oleh dalam Sagrim
(1997) dikutip Bahagia (2009:35) , di mana partisipasi yang berasal
dari masyarakat akan menunjang pembangunan. Peran aktif
masyarakat yang dapat dilihat dari kepedulian masyarakat dapat dilihat
mulai dari sukarela yang berasal dari bawah. Hingga adanya imbalan
yang menggerakkan partisipasi masyarakat setempat dalam mengelola
mangrove. Dalam hal ini untuk masyarakat sekitar pesisir yang ada di
Kabupaten Nunukan diperlukan adanya stimulant berupa imbalan
terlebih dahulu, agar masyarakat mau dalam partisipasi pengelolaan
hutan mangrove.

Peran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 23/1997
berbunyi: setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan
serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.. Kemudian
dipertegas dalam penjelasan bahwa hak dan kewajiban setiap orang
sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik tahap perencanaan
maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Selanjutnya Pasal 7
ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dilakukan melalui
beberapa cara, yakni:

a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan

kemitraan.

b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan
masyarakat.
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¢. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan sosial.

d. Memberikan saran dan pendapat, dan

€. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Partisipasi masyarakat di sekitar hutan mangrove mempunyai
peranan yang tidak kalah pentingnya bagi kelestarian hutan mangrove.
Partisipasi tersebut dapat secara individual maupun kelompok
masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997) Pasal 6 ayat (1)
yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk
berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup”. Dalam
penjelasannya ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang
secbagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan
pengelolaan lingkungan hidup mencakup baik terhadap perencanaan
maupun tahap-tahap perencanaan dan penilaian.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan kunci dan informan
pendukung bahwa komponen partisipasi masyarakat dalam
mendukung tata kelola hutan mangrove’ mempunyai peranan yang
penting, dalam pelaksanaannya sudah diakomodir oleh Dinas
Kehutanan sebagai Informan Kunci, dengan telah dilaksanakannya
lomba tentang pengelolaan mangrove yang dilakukan pada 4 (empat)
Kabupaten/Kota. Pentingnya peran masyarakat seharusnya didukung
oleh pengawasan dalam bentuk kelompok kerja masyarakat ataupun

Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang kemudian
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ditindaklanjuti dengan peran aktif masyarakat dalam pengendalian
eksplorasi terhadap hutan mangrove. Masyarakat dapat melibatkan diri
pada partisipasi bila ada kegiatan yang mendukung dalam
keterkaitannya adanya bantuan segi penanaman dan adanya bimbingan
langsung dari Penyuluh Kehutanan terkait kegiatan RHL Mangrove.

Pernyataan inl didukung oleh teori tentang peran partisipasi
masyarakat dalam faktor-faktor pendorong partisipasi yang dikutip
oleh Sastroputro dalam Djannati (2016:17) faktor-faktor yang
mempengaruhi  partisipasi masyarakat adalah keadaan sosial
masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaaan alam
sekitar.

Berjalannya proses partisipasi yang aktif dalam pelaksanaannya
perlu didukung dan didorong oleh instansi yang berwenang.
Kewenangan yang saat ini bergulir oleh Provinsi Kalimantan Utara,
bahwa kegiatan tata kelola ini akan menjamin adanya peran
stakeholder yang aktif dari berbagai pihak, sehingga peran masyarakat
tidak berada pada sasaran utama pembangunan. Perlu adanya peran
aktif dari swasta, dan Pemerintah dalam melanjutkan program yang
telah tersusun dalam tata kelola mangrove.

Soleh (2014:121) menyatakan bahwa :

Dalam setiap fahapan kegiatan partisipasi hendaknya

menggunakan metode yang memungkinkan seluruh pemangku

kepentingan (stakeholder) terlibat secara aktif, sehingga bisa

terlihat bahwa partisipasi yang tujuannya dimaksudkan untuk
menjamin setiap kebijakan yang diambil dalam mengerminkan
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aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu
wadah atau media yang sangat wrgent dalam masyarakat. Untuk
itu, perlu penyediaan sarana maupun jalur komunikasi yang
efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau rembug-rembug
umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik
tertulis maupun tidak.

Menitikberatkan adanya peran aktif dari seluruh pemangku
stakeholder, pada kenyataannya peran ini masih timpang, karena hanya
berada pada elemen masyarakat dan peran pemerintah saja.

Seperti yang dikatakan informan pendukung Kepala Seksi SDA
LH Bappeda Litbang Nunukan :

“....belum ada partisipasi yang terlihat saat ini kolaborast

yang bisa menghasilkan produk dan kerjasama yang baik
tentang konservasi mangrove...”

Pihak swasta yang ada di Kabupaten Nunukan hanya bergelut
pada kepentingan yang berhubungan denga CSR sekitar perusahaan
tersebut. Tata kelola hutan mangrove masih belum ada keikutsertaan
partisipasi oleh pihak swasta. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan
oleh pihak pemerintah terkait dengan masyarakat telah berjalan dengan
adanya peran penyuluh sebagai fasilitator antara Pemerintah dan
masyarakat, namun dalam perjalannnya penyuluh hanya berkopeten
dalam melakukan kunjungan dan konsultasi terkait penyelesaian
masalah dan memberikan saran. Sementara keberlanjutan tata kelola
hutan mangrove masih dalam inisiatif, belum terealisasi karena

berhubungan dengan anggaran.
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b. Kepastian Hukum
Hasil penelitian terkait dengan komponen kepastian hukum pada tata
kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara
dengan beberapa informan adalah sebagai berikut;
1) Dinas Kehutanan Provinsi
Menurut Dinas kehutanan provinsi yang dari Kasubdit
membidangi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dalam pengelolaan hutan
mangrove supremasi hukum yang menaungi pengelolaan mangrove
tertuang  dalam Undang-Undang Kehutanan yang mengatur
perlindungan secara umum.
“.... UU yang mengatur dengan perlindungan yang mengatur

kawasan hutan jadi ada dalam UU kehutanan, yaitu UU No 41
tahun 1999...”

Supremasi hukum yang mengatur tentang tata kelola mangrove
di himpun dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam
pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar
fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara
optimal dan lestari”. Artinya supremasi tentang perlindungan
kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam
pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail

dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.
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Pengelolaan mangrove yang tertuang dalam UU No. 23 tahun
2014 tentang Peraturan Daerah dalam pasal 27 ayat (1) menyebutkan
bahwa daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber
daya laut yang ada diwilayahnya. Menurut lucky (2015:6) UU No 23
tahun 2014 pasal 27 ayat (1) tersebut menggugurkan pasal 18 ayat (1)
UU No. 32 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Daerah yang
memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola
sumberdaya diwilayah laut. Dengan demikian, secara langsung Pasal
27 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 mencabut kewenangan
Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumberdaya laut.

Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan
Menguatkan pernyataan dari Kepala seksi RHL, Kepala Seksi
Bidang SDA LH Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan bahwasanya
supremasi hukum sudah ada usah untuk kearah yang lebih baik, di
manza peran Provinsi lebih ditekankan pada pengelolaan mangrove,
selain lebih mengefisienkan susunan organisasi dengan terlibatnya
Provinsi sebagai pemegang kewenangan, maka arus pendanaan lebih
besar, karena jumlah Provinsi di Indonesia sedikit, jadi konsentrasi
pembagian dana diteruskan dari Pusat dalam hal ini Kementrian,
dibandingkan Kementrian memberikan anggaran kepada Kabupaten
yang ada di Indonesia. Hasil wawancara sebagai berikut:
“...Kalau UU yang sudah ditetapkan dengan adanya UU 23 tahun

2014 mengubah kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi,
menurut saya sudah pas ya. Sudah bagus. Karena Provinsi itu kan
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perpanjangan tangan dari pusat, artinya banyak anggaran yang
digelontorkan dari pusat untuk di arahkan ke provinsi, kalau dari
Pusat langsung kekabupaten, pembagiannya sangat banyak....”
Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang
beralih ke Provinsi, sudah lebih baik dalam upaya mengefisiensikan
birokrasi, proses akan berjalan dengan didukungnya kebijakan yang
berada pada satu pintu untuk semua kabupaten/kota lebih efektif dan

efisien.

UPT KPH Nunukan

Menguatkan pertiyataan Dinas Kehutan provinsi Kalimantan
Utara, supremasi hukum mengenai tata kelola mangrove di mana tata
kelola mangrove memang diserahkan ke provinsi sesuai dengan UU
No. 23 tahun 2014. Namun bila kawasan mangrove tersebut sudah di
konversi menjadi Areal Penggunaan lain (APL), maka kewenangan
tersebut adalah kewenangan Kabupaten yaitu Dinas lingkungan Hidup,
dinas Perikanan Kabupaten Nunukan.

“...dalam pengelolaan mangrove yang termasuk dalam kawasan

hutan berubah menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam

kawasan Alokasi Penggunaan Lain (APL) masih didalam

kewenangan Kabupaten....”

Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang
beralih ke Provinsi, dengan menambahkan adanya penetapan wilayah

setelah di konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
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4) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Menguatkan kembali dengan pernyataan Dinas Perikanan, di
mana Kepala Bidang Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat

Pelelangan Tkan, berpendapat :

[+

‘....yang berwenang menegelola mangrove adalah Dinas
Perikanan Provinsi, tapi yang dulu-dulu sudah pernah dilakukan
oleh Kehutanan, saat ini bisa dilanjutkan kembali, saat ini sudah
jelas di UU No. 23 tahun 2014.pasal 27 Provinsi memberikan
kewenangan Sumberdaya Laut terkait pengelolaan wilayah pesisir,
Kemudian UU No. 27 tahun 2007 perubahan UU No [ tahun 2014
tentang Pengelolaan wilayah Pesisisr di Pulau-pulau Kecil....”

Hal tersebut dikuatkan dengan UU yang detail UU tentang
pengelolaan Mangrove lebih terinci lagi setelah melihat UU No. 27
tahun 2007 guna menjamin keberlanjutan dari sumber daya tersebut,
pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta
memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama
masyarakat pesisir. Saat ini terdapat UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, di mana dalam Pasal 1 angka 2
UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai dacrah peralihan
antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di
_darat dan laut.

Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara

ckosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan



43438.pdf 73

laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke
arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai.
Dengan demikian ruang lingkup Undang-undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke
arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah
perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke
arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Tata kelola kebijakan yang termuat dalam perumusan supremasi
hukum, pada dasarnya menuju kearah pengelolaan wilayah pesisir
yang lestari dan keberlanjutan. Dalam hal supremasi hukum ini
mengupayakan adanya isu strategis yang selanjutnya akan digunakan
dalam menangani isu utama yaitu konflik pemanfaatan ruang wilayah
pesisir. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Sanjoyo (2007:4)
Kebijakan berperan penting dalam pengelolaan sumber daya pesisir,
khususnya mangrove. Meskipun tidak mungkin untuk selalu
menggunakan mekanisme kebijakan untuk memecahkan semua
permasalahan kerusakan atau konflik dalam penggunaan sumber daya,
namun hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian penting
dari proses. Terciptanya kebijakan bertujuan untuk mengambil
tindakan atau mekanisme yang berlandaskan cita rasa keadilan

dimanapun masyarakat berada, tetap berlakn untuk menyelesaikan
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konflik, sehingga pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada
masyarakat agar dapat menjunjung supremasi dan kepastian hulkum.
Masyarakat

Tata kelola hutan mangrove yang optimal dengan melibatkan
partisipasi masyarakat sebagai pelaksana dan sasaran upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memanfaatkan
kawasan mangrove yang berbasis fungsi ekologi dan ekonomi.
Permasalahan yang tumbuh dalam tata kelola hutan mangrove dengan
berjalannya waktu dan tumbuhnya ekonomi masyarakat dengan
peningkatan produksi dari rumput laut mengubah sebagian besar
wilayah mangrove yang berada di Kecamatan Nunukan selatan
khususnya, dengan bertambahnya penduduk yang berhijrah mengubah
mata pencahariannya semula sebagai petani dan beralih menjadi
pembudidaya rumput laut, hal ini memberikan indikasi kepada
pemerintah untuk dapat memanfaatkan SDA dari pesisir sebagai
bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun dalam
fungsi kontrol yang harus dilakukan oleh Pemerintah, dapat mengatur
pola pengelolaan produksi rumput laut. harga rumput laut yang mulai
dari tahun 2009, selanjutnya membawa dampak adanya eksplorasi
mangrove sebagai bagian dari produksi rumput laut yang digunakan
sebagai penjemuran warga.

Kegiatan rumput laut tersebut terbentuk kelompok nelayan

yang didampingi Penyuluh Perikanan, kemudian dengan memberikan
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pembinaan maka dalam pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan
produksi rumput laut. bersinergi dengan pelestarian pengelolaan
mangrove, schingga perlu ada pendampingan penanaman mangrove
sebagai bagian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini
memberikan dorongan kepada masyarakat pesisir mangrove untuk
mengetahui manfaat mangrove secara umum dan dapat menjaga
ekologii mangrove disekitar tempat tinggal. Dengan memberikan
stimulant yang berupa kegiatan dari Kementrian Kehutanan berupa
penanaman dari kegiatan Rehabitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang
terinput dalam kegiatan PPMPBK dan KBR yang terselenggara tahun
2011 dapat mensinegikan anatara produksi dan ekologi mangrove.

Hal ini dikuatkan dengan UU No 1 tahun 2014 bahwa
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu
proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian
Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil antar sektor, antara
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan
laut serta anatar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk

eningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Salah satu  bentuk
pemanfaatan wilayah kelauvatan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah
menetapkan suatu kawasan konservasi, yang diantaranya adalaha
kawasan konservasi perairan sebagaimana dalam pasal 23 yang

menyatakan bahwa :
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1) Pemanfaatan pulau-pulau dan perairan disekitarnya
dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis
secara menyeluruh  dan terpadu dengan pulau besar
didekatnya.

2) Pemanfaatan pulau-pulau kecildan perairan disekitarnya
diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan
berikut :

a. Konservasi ;

b. Pendidikan dan pelatihan;

¢. Penelitian dan pengembangan;

d. budidaya laut;

e. Pariwisata;

f. Usaha perikanan dan kelautan dan industry perikanan
secara lestari;

g. pertanian organik; dan/atau peternakan

Sedangkan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 70, menyebutkan bahwa :

1) Magyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-lvasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Peran masyarakat dapat berupa
a. pengawasan sosial;

b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan; dan/atau
¢. penyampaian informasi dan/atau laporan

3) Peran masyarakat dilakukan untuk :

a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup;

b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat,
dan kemitraan;

¢. menumbubkembangkan  kemampuan  kepelaporan
masyarakat;\

d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat
untuk melakukan pengawasan sosial; dan

€. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan
lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kesimpulan dari hasil wawancara pengelolaan mangrove di Kabupaten

Nunukan saat ini mengalami perubahan kewenangan dengan lahirnya UU
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No 23 tahun 2014 mengubah kewenangan Kabupaten beralih ke Provinsi,
dan dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab provinsi. Seperti
tertuang pada pasal 27 berikut :

“Pasal 27 ayat (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk
mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Ayat
(2) kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam
di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
pengaturan administratif;

pengaturan tata ruang;

ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Mmoo oo o

Ayat (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber
daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12
{dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan kepulauan. Ayat (4) Apabila wilayah laut
antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil,
kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama
jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah
antardua Daerah provinsi tersebut. dan avat (5) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku
terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.”

UU No 23 tahun 2014, menyebutkan peran dari Provinsi sebagai
pengelola kawasan mangrove yang berada di kabupaten/kota. Untuk
Kalimantan Utara terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang memiliki
kawasan pesisir ataupun mangrove. Diantaranya adalah Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana
Tidung.

Supremasi hukum aparat birokrasi yang dikutip dalam

Sedarmayanti  (2009:290) menjelaskan adanya kejelasan dan
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prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi
masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk
menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan
pemerintah.

Melanjutkan adanya supremasi hukum, dalam wawancara
bersama LSM PLH bersama Direktur PLH, bahwa sudah ada kejelasan
yang diatur dalam UU No. 27 tahun 2007. Menjelaskan batasan tata
kelola mangrove pada yang dikelola oleh negara. Dan dipergunakan

untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Hasil penelitian terkait dengan komponen transparansi pada tata kelola
mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil wawancara dengan
beberapa informan adalah sebagai berikut:
1 Diﬁés Kehutanan Provinsi
Tata kelola mangrove yang melibatkan stakeholders
mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengelolaannya
meryjuk pada transparansi baik dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan serta bagaimana
memberikan pelayanan terhadap akses yang siap dan mudah
dijangkau. Dikuatkan oleh pemyataan informan utama bahwa
pengelolaan mangrove yang sudah mulai dikerjakan mengawali kinetja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara saat ini sudah mulai
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terlihat dengan adanya pengganggaran kepada kelompok masyarakat,
desa/kelurahan dengan adanya kegiatan lomba pengelolaan mangrove
yang sudah terlaksana pada bulan Mei 2017. Dengan melibatkan peran
masyarakat dan memberikan reward agar para pelaku usaha dapat
semangat dalam menjaga ekosistem hutan sehingga dapat dilakukan
pemanfaatan mangrove yang lebih maksimal dan berkelanjutan.
Seperti yang telah dikatakan oleh kepala seksi RHL, Ihsan Hadi dalam
wawancaranya

“....seperti lomba-lomba tahun ini, tahun depan juga ada
penggarannya. Tahun depan di 3 kabupaten Lomba penilaian
mangrove yang telah dilakukan, Untuk yang akan dilakukan tahun
depan seperti akan Tarakan, Bulungan dan Nunukan aka nada
bantuan tanaman Pl dengan penanaman, pembiayaan
pemeliharaan....”

Dikuatkan oleh pemyataan Kepala UPT KPH Nunukan, bahwa
telah ada pendanaan dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Utara, dengan melakukan lomba-lomba yang dilakukan pada tahun ini,
ini merupakan suatu kesertusan Dinas Kehutanan dalam mengelola
mangrove yang berada pada 3 kabupaten. Seperti Tarakan, Nunukan
dan Bulungan Berikut hasil wawancara bersama Kepala UPT KPH
Nunukan :

“....ada, seperti lomba mangrove untuk tahun ini yang di kelola
leh dinas Kehutanan Provinsi...”

Dinas Kehutanan Provinsi, melakukan lomba sebagai wujud

kepedulian keberlanjutan program mangrove yang telah dilaksanakan
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oleh Kabupaten/Kota, dalam bentuk pemberian Reward pagi pengelola
mangrove. Hal ini merupakan salah satu kepedualian dalam pola
transparansi (keterbukaan), karena dalam proses penilaian lomba ini
melibatkan UPT KPH pada masing-masing Kabupaten/Kota.

Merujuk pada pola transparansi yang telah dilakukan oleh dinas
Kehutanan Provinsi, maka dapat dikaitkan dengan prinsip utama dalam
unsur good governance yang dikutip dalam Sedarmayanti (2009:289)
dalam prinsip transparasi (keterbukaan) dapat dilihat 3 aspek : (1)
adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, (2) Adanya akses
informasi sehingga masyarakat menjangkau setiap segi kebijakan
pemerintah, (3) berlakunya prinsip check and balance antar lembaga
cksekutif dan legislatif.

Berpijak pada pernyataan di atas, dalam prinsip transparansi
yang telah dilakukan dalam tata kelola mangrove, belum terdapat
perhatian pada proses pengawasan dari pihak legislatif. Peran legislatif
yang akan dilakukan dalam pengawasan akan berdampak pada
berjalannya pendekatan yang lebih terbuka antara masyarakat, swasta
dan Pemerintah dengan adanya informasi yang mudah dilihat dan
diakses oleh masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan

Berbeda dengan pendapat dari Dinas Perikanan Kabupaten

Nunukan dan Bapedda Litbang Nunukan, di mana memfokuskan

bahwa transparasi lebih kearah berjalannya proses penganggaran
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dalam tata kelola mangrove, di mana Dinas Perikanan telah
melaksanakan beebagai langkah untuk mengedepankan kawasan
konservasi mangrove, namun dalam perjalannnya, kewenangan yang
dikelola oleh Dinas perikanan dan Kelautan Provinsi terbagi-bagi
dalam 5 (lima) Kabupaten/Kota, sehingga Kabupaten disini hanya
sebagai fungsi koordinasi. Seperti yang disampaikan pada wawancara
oleh. Kepala Bidang Perijinan Usaha Perikanan dan Tempat
Pelelangan Ikan:

“..... perencanaan sudah ada. Sudah ada masterplan dari kami

kabupaten tentang pengelolaan mangrove, namun Kkarena

kewenangan mangrove sudah dipindahkan ke provinsi, jadi

pihak kabupaten berjalan dengan adanya koordinasi,

mengingat kewenangan di provinsi, maka pendanaan juga di
. provinsi...”

Sejalan dengan pernyataan Kabid Perijinan Usaha Perikanan dan
Tempat Pelelangan Ikan, dalam konteks prinsip transparansi di mana
hal ini berhubungan dengan penggunaan anggaran dan objek
pelaksanaan dilakukan didaerah, sehingga kabupaten berfungsi sebagai
fungsi koordinasi, agar tujuan dari program yang direncanakan oleh
kabupaten dapat terealisasi, karena Provinsi terkendala pada SDM
yang terbatas. Hal ini dikuatkan oleh pemyataan Kasubbid SDA LH
Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam hasil wawancara sebagai
berikut :

o untuk kegiatan mengenai program mangrove mungkin
berada pada masing-masing Dinas. Di mana kabupaten
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merupaka objek, artinya seharusnya ada keterbukaan terhadap
program yang akan dilakukan pada masing-masing program...”

Konteks prinsip transparansi dari hasil wawancara beliau tersirat
belum berjalannya program yang berkaitan dengan mangrove secara
menyeluruh baik dalam transparansi dan penganggaran. Semua dalam
sistem koordinasi, karena memang melibatkan di beberapa Kabupaten

Kota.

Beberapa pernyataan berkaitan dengan komponen transparansi,
penyelenggaraan masih berada pada kewenangan tingkat Provinsi.
Menjawab semua kegiatan yang berakumulasi pada Provinsi,
sementara peran dari daerah adalah fungsi koordinasi. Jauhnya rentang
kendali ini yang harus ditekankan dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan serta bagaimana
memberikan pelayanan terhadap akses yang siap dan mudah
dijangkan. Seperti yang dikutip dalam Sedarmayanti (2009:289) dalam
prinsip transparasi (keterbukaan) dapat dilihat 3 aspek : (1) adanya
kebijakan terbuka terhadap pengawasan, {(2) Adanya akses informasi
schingga masyarakat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3)
berlakunya prinsip check and balance antar lembaga eksekutif dan
legislatif. Dalam pernyataan feori tersebut adanya penekanan proses
pengawasan dan kemudahan dalam mengakses informasi, sehingga

dala pelaksanaannya pemegang kewenangan, dalam hal ini adaah




43438.pdf

a3

Provinsi membuka lebar-lebat informasi yang akan dilakukan dalam
terwujudnya tata kelola hutan mangrove yang optimal.

Kemudahan dalam akses informasi yang wajib didapatkan oleh
Kabupaten/Kota dikarenakan Kabupaten/Kota adalah objek dari pada
sasaran pembangunan. Sehingga adanya rasa percaya yang terbangun
antara pemerintah dan publik.

Ditambahkan dalam Prasojo (2011:4.17) bahwa, transparansi
menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Mudahnya jangkauan
informasi yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan
adanya teknologi internet, maka memudahkan pula adanya akses
informasi yang cepat dan akurat. Hal ini merupakan tantangan bagi
Pemerintah agar pada era globalisasi ini semakin mudah memberikan
informasi dengan berbagai media maka semakin baik kinerja yang
dilakukan dalam instansi tersebut.

Munculnya inovasi ini akan menutup permasalahan yang
berhubungan dengan jauhnya rentang kendali pengawasan. Dimana
saja, akses pengawasan dapat secara cepat dan tepat terkirim sehingga
dengan mudah melakukan pengawasan.

Sedarmayanti (2009:290) menambahkan bahwa tujuan dari

transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah
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dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi yang
akurat bagi publik yang membutuhkan.

Pentingnya transparansi bagi kabupaten/kotza akan dapat
dilakukan dengan mengetahui teknologi informasi yang dapat diakses
bagi pemerintah daerah maupun masyarakat langsung. Hal ini akan
memutus permasalahan  yang berhubungan dengan lemahnya
pengawasan karena jauhnya rentan kendali antar Kabupaten dan
Provinsi.

. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Hasil penelitian terkait dengan komponen tanggung jawab
(akuntabilitas) pada tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan, atas
dasar hasil wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut;

1) Dinas Kehutanan Provinsi

Dinas Kehutanan provinsi Kalimantan Utara, sebagai pemegang

kewenangan dalam tata kelola hutan mangrove memberikan

pernyataan tentang komponen tanggung jawab yang harus dilakukan
dalam menuju tata kelola mangrove yang optimal, dalam

wawancaranya .

“.....tujuan utama pengelolaan mangrove saat ini adalah untuk
menjaga areal pantal agar tidak terjadi abrasi, melindungi dari
ombak dimulai dengan masyarakat disekitar tersebut, sehingga
masyarakat memiliki wilayah tersebut, pihak Dinas hanya
mengakomodir kebutuhan, dan peran Disperindakop membantu
dalam proses pemasaran....”




43438.pdf

Dinas Kehutanan Provinsi dalam melaksanakan tata kelola mangrove
akan mengakomodir kebutuhan yang akan dilakukan pada masing-
masing daerah. Sementara dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya
berada pada Bidang Perlindungan Seksi RHL. Berikut hasil
wawancaranya;
“....proses pengorganisasian dan tanggung jawab ada pada bidang
RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara...”

Dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove yang berada di
kabupaten, Kasubdit RHL Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Utara menambahkan perlunya instansi ferkait dalam pengelolaan
mangrove. Seperti yang di sebutkan dalam wawancaranya:
“.....Dikabupaten UPT KPH, DLH Kabupaten, Perikanan dan Bappeda
sebagai Perencana dan untuk menjual Disperindakop dilibatkan agar
produksi dan kelestarian bisa sinergi. Agar kita melarang dengan pada
masyarakat ada juga solusi, sesekali harus ada shock theraphy....”

Penambahan untuk perlakuan bagi yang tidak peduli terhadap
ckositem mangrove maka diperlukan shock therapy sesekali dalam
menjalankan tanggung jawab para pengawas dilapangan.

2) UPT KPH Nunukan

Selaras dengan pernyataan Kasi RHL dari Dinas Kehutanan
Provinsi, kepala UPT KPH Nunukan berpendapat adanya tanggung
jawab atau akuntabilitas adalah dengan pembagia kerja dan pembagian
peran. Di mana masyarakat dalam sasaran pembangunan juga turut

bertanggungjawab dalam  pengelolaan mangrove dan adanya
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pembagian tuga yang ideal selaras dengan visi misi organisasi. seperti
hasil wawancara berikut ini :

“....mengapa belum optimal, Masyarakat butuh ruang untuk
berusaha saat ini seperti kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya
SDM untuk pengawasan. Pada UPT KPH Nunukan setelah beralih
ke Provinsi adanya pembagian kerja dengan menggunakan pola
Peta PIAPS dan APL yang telah ditentukan, PIAPS dan termasuk
dalam kawasan hutan akan dikerjakan oleh Provinsi dan dilanjutkan
pada UPT KPH dimasing-masing Kabupaten, sementara di
kabupaten akan engerjakan Mangrove dalam kawasan APL.
Selanjutnya KPH mengambil alih ke kawasan hutan mangrove,
sementara Kabupaten berorientasi pada kawasan mangrove pada

Dapat dilihat bahwa adnya alur yang tumpang tindih, di mana
kawasan mangrove berubah dalam bentuk kawasan APL dan adanya
perlakuan dalam peta PIAPS yang diarabkan oleh Kementrian
Kehutanan dalam wilayah kega UPT KPH Nunukan, dalam
sinkronisasi pekerjaan, organisasi berada pada kewenangan Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

3) Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
Selaras dengan penyataan di atas, tata kelola mangrove dalam aturan
perundang-undangan telah dilimpahkan kepada Dinas Kehutanan
Provinsi dalam hal ini adalah Dina Perikanan dan Kelautan Provinsi.
“ ..tata kelola tahapan konservasi mangrove (karena di bidang
saya konservasi) setelah ada P3D yang saat ini sudah ada proses.

Jadi, pengawasan dilakukan di Provinsi. Popinsi sudah ada
pengawasan sudah ada SK Patroli dari provinsi...”

Bila dikaitkan dengan pelaku yang berkolaborasi dalam good

governance dalam Sedarmayanti (2009:280) Menyatakan peran dan
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tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup beregara. Negara
(Pemerintah) berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum
kcndus_if politik dan hukum kondusif, negara (pemerintah) berperan

dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pernyataan di atas walaupun menyebutkan adanya peran
pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah, walaupun berpindah
kewenangan maka harus ada tujuan dalam pencapaian kinerja
Pemerintah. Dengan tujuan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah,

membangun lingkungan kondusif,.

Setelah melakukan proses pengajuan guna melegalkan
pengelolaan kawasan mangrove yang akan dikelola oleh masyarakat
setempat, LSM PLH mengkaitkan tanggung jawab pada dinas
Perikanan yang saat ini sedang dalm proses Percepatan Pengalihan
pegawai Daerah (P3D), schingga tanggungjawab untuk melanjutkan
pengelolaan tersebut tertunda sampai adanya UPT yang ada di
kabupaten Nunukan terbentuk. Seperti yang disampiakan pada
wawancara sebagai berikut :

‘....ya, belum maksimal ya, kalau yang saya tahu ada lanjutan di
mana Dinas Perikanan dan Kelautan saat ini sedang berproses ke
P3D percepatan pengalihan Pegawai daerah dengan rencana akan

dibentuknya UPT pada masing-masing Kabupaten, namun proses
tersebut tidak mudah dan periu waktu...”
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Sejalan dengan berbagai masalah tentang hilangnya tanggung jawab
terhadap pengelolaan mangrove akhir ini, menelaah dari pengertian
mendasar tentang komponen akuntabilitas, diantaranya :

Deklarasi Tokyo yang dikutip oleh Sedarmayanti (2009:105)
menetapkan definisi akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau
penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang
bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal yang menyangkut
pertanggujawaban fiskal, manajerial dan program. Dalam hal ini adanya
pertanggungiawaban fiskal, manajerial dan program yang dalam melayani
pelayanan publik. Bi]a dihubungkan dengan tata kelola mangrove, hal ini
tidak selaras dengan tanggapan Seksi RHL Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara ini yang beranggapan bahwa harus ada peran Pemerintah
dalam akuntabilitas atau pertanggungjawaban instansi terhadap fiskal,
manajerial dan program yang dilakukan untuk mengoptimalkan tata kelola
mangrove, di mana anggapan yang harus dilalui adalah mencapai tujuan
pengelolaan mangrove dengan melibatkan peran masyarakat. Seharusnya
peran Pemerintah yang harus di utamakan untuk menggerakkan peran
masyarakat tersebut dalam pengelolaan hutan mangrove, karena
Pemerintah yang mempunyai peranan fiskal, manajerial dan program.

Tata kelola mangrove yang di harapkan adanya pola kolaborasi yang
dapat melibatkan ke tiga clemen dalam tanggung jawab pengembangan
hutan mangrove. Seperti yang dikutip Stanis (2005) dalam Fitriadi

(2004:64),
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“ pengelolaan secara terpadu didasari dengan beberapa pertimbangan;
diantaranya adalah hutan mangrove dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya harus mengikutsertakan
masyarakat setempat dengan berdasarkan asas manfaat dan lestari,
kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan
serta memperhatikan kaidah-kaidah konservasi”

Fitriadi dalam hasil penelitiannya yang  diterapkan di Suaka
Margasatwa Langkat Timur Laut (SM LTL) yang bertyjuan untuk
mengembangkan sebuah kawasan hutan mangrove yang dikelola secara
kolaboratif sebagar percontohan untuk dikembangkan serta diterapkan di
tampat lain. Masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab dan hak.
Tanggung jawab kedua belah pihak adalah melibatkan masyarakat lokal
dalam seluruh kegiatan di kawasan pengelolaan kolaborasi dan menyusun
serta mengembangkan rencana strategis secara ferperinci guna mencapai
tujuan. Selain itu kedua belah pihak bersama dengan masyarakat melakukan
rehabilitasi di kawasan pengelolaan yang mengalami kerusakan serta
menjaga kawasan pengelolaan berdasarkan kearifan lokal.

Hasil penelitian dari Fitriadi menerangkan adanya tanggung jawab
harus melibatkan masyarakat setempat dengan berdasarkan asas manfaat dan
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan
serta memperhatikan kaidah-kaidah konservasi. Tanggung jawab yang
dilakukan oleh Pemerintah adalah sebagai pengambil keputusan dan

membuat konsep dan mengatur tata ruang yang ditur dalam rencana strategis

selanjutnya peran masyarakat mengembangkan rencana strategis tersebut
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guna mencapai tujuan yaitu menjaga kawasan pengelolaan hutan mangrove
berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat.

Senada dengan hal diatas bahwa indikator dan tercapainya
akuntabilitas adalah dengan meningkatya ke.percayaan dan kepuasan
masyarakat terhadap pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat,
meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan  kepentingan
masyarakat. (Prasojo, 2011:4.21).

Pada penelitian ini peran pemerintah yang dilakukan oleh informan
utama belum dapat mensinergikan kewenangan terhadap tanggung jawab
pengelolaan hutan mangrove yang seharusnya dapat merangkul peran
partisipasi dari masyarakat dalam mengembangkan rencana strategis
keberlanjutan. Pemecrintah dalam hal pemangku kebijakan belum
melaksanakan pendekatan antar instansi yang berada di kabupaten/kota.
Potensi SDM yang dimiliki di beberapa UPT.KPH masih belum optimal
dalam melakukan komunikasi sehingga secara procedural dalam mengolah
dan mengembangkan program yang seharusnya tidak mandeg, namun dapat
dilanjutkan dengan melaksanakan koordinasi secara intens pada petugas
lapangan (penyuluh) y@g berada pada masing-masing kabupaten/kota.

e. Efektifitas dan Efisiensi

Hasil penelitian terkait dengan komponen efektifitas dan efisiensi

pada tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan, atas dasar hasil

wawancara dengan pihak beberapa informan adalah sebagai berikut:
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1) Din-as Kehutanan Provinsi

Dalam perencanaan pengelolaan mangrove perlu adanya perencanaan
yang matang, hal ini dikuatkan oleh pernyataan yang mengakui adanya
kelemhan Dinas Kehutanan dalam pelaksanaan tata kelola mangrove.

“...pengelolaan mangrove belum optimal, karena kita (dinas
Kehutanan) belum konsen dalam pengelolaan mangrove dengan
memanfaatkan mangrove yang sangat besar, dengan adanya
biota mangrove terhadap kehidupan...”

Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Bastiang Kepla UPT KPH
Nunukan, dalam pemnyataannya sebagai berikut ;
“...Masyarakat butuh ruang untuk berusaha saat ini seperti

kegiatan rumput laut, kemudian kurangnya SDM untuk
pengawasan...”

Pernyataan di atas dapat disimpulkan adanya perencanaan yang
kurang matang dalam mengahadapi tata kelola hutan mangrove, di
mana belum adanya kesiapan dari Dinas Kehutanan dalam
melaksanakan pengawasan dikarenakan adanya kekurangan SDM
yang berada di Provinsi, di mana dalam birokrasi organisasi yang baru
terbentuk ini memeriukan waktu agar dapat menyesuaikan kebutuhan

yang berada di Kabupaten/Kota.

Hal yang sama ditambahkan menurut Kasi SDA dan LH Bapeda
Litbang kabupaten Nunukan dalam hasil wawancaranya sebagai

berikut :
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..... fungsi  kabupaten adalah fungsi koordinasi ya,
koordinasinya ya berupa rapat-rapat, kalau untuk koordinasi
pendanaan yang dilihat adalah pihak provinsi adalah prioritas.
Segala bentuk yang berubah kewenangannya dari kabupaten ke
kota harus diajukan dulu dari kabupaten ke Provinsi untuk
dimasukkan dalam RPJMD, kemudian dip roses dalam
Musrenbang, dan disusun Renstra Provinsi. Dalam hal ini perlu
adanya koordinasi yang mendalam dari Kabupaten dan Provinsi.
Namun secara SDM nya kurrang efektif, karena Proipinsi kan
banyak yang dikoordinasikan , kita lihat di Kaltara ada lima
kabupaten/kota, namun kemanmpuan teknis lebih banyak
dikuasai oleh Kabupaten, sehingga kurang efisien, karena
terkadang kurangnya singkronisasi anatara kabupaten dan
Provinsi, tentang prioritas kegiatan tadi. Menurut kabupaten
penfing, namun menurut Provinsi biasa saja, sehingga
bagaimanapun objeknya adalah kabupaten....”

Hasil yang optimal dalam pengelolaan SD laut, dengan
memanfaatkan sumberdaya mangrove yang optimal diperlukan adanya
kerjasama administrasi-yang matang dari pihak Provinsi dan pihak
Kabﬁpaten dalam mendukung program tata kelola mangrove yang

berkelanjutan.

Peran LSM dalam sosial kontrol menjadi badan yang independent
dalam menilai keberlanjutan tata kelola mangrove yang mulai dirintis
di beberapa titik sasaran, guna mendapatkan hal-hal yang berkaitan
dengan hambatan tata kelola mangrove dibawah wewenang Dinas

Provinsi Kalimantan Utara,

Peran masyarakat dalam memnerikan kesan efektif dan efisien
harus lebih lunak, dalam menerima masukan dan saran perbaikan

membangun komitmen bersama dengan masyarakat, maka aka nada
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kolaborasi yang diharapkan dalam tata kelola mangrove. Seperti yang

dikutip dalam wawancara bersama kelompok tani nelayan Ramli :

“...kalau warga saya rasa, menunggu jemputan bola, dalam
konsep apapun untuk kebaikan kita bersama pasti warga setuju bu,
hanya bagaimana mengajak warga dan warga mungkin banyak yang
ingin bergabung bu, Karena sebagian besar berada di sekitar
mangrove untuk mencari rejeki...”

Hal ini sesuai dengan gharapan, namun dalam perjalanannya
pewmerintah wrung dalam melakukan penggerakan masyarakat dalam
tata kelola mangrove. Ditambahkan Sclekhan (2014:45) lebih lanjut
mengatakan “antara  partisipasi masyarakat dengan kemampuan
masyarakat untuk berkembang secara mandiri itu terdapat kaitan yang
angat crat. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan
tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu sendiri untuk
berkembang secara percaya diri (self confident), rasa pengakuan diri

{(self respect), dan mandir (self reliance)”

Tata kelola mangrove di kabupaten Nunukan mengedepankan hasil
dari sumber daya alam yang dapat dimanfaatakan secara optimal, sehingga
dalam hal ini efektifitas dan efisiensi merupakan suatu proses dan lembaga
menghasilkan sesuatu dengan apa yang telah digariskag dengan
menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Terselenggaranya
kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

secara optimal dan bertanggung jawab. Sedarmayanti 2003:7
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Tata kelola mangrove dalam balutan geod governance di Kabupaten
Nunukan, melibatkan berbagai elemen mulai dari pemerintah yang berada
pada tingkat provinsi dan kabupaten, dari elemen swasta yang berperan
dalam usaha dan elemen masyarakat dalam sasaran pembangunan hal
demikaian sangatlah kompleks dengan keterbatasan pada masing-masing
clemen, schingga pentingnya perencanaan agar birokrasi yang kompleks ini
dapat menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien bagi semua pihak.
Peran dari pemegang kewenangan harus mengetahui peluang usaha dan
perbatkan, schingga dalam perjalanannya pengelolaan bukan suatu hal
yang hanya sebatas frial and error dalam pelaksanaan kebijakan.

Berkaitan efektivitas dan efisiensi adalah pola pengoptimalan usaha
dalam menghasilkan produk yang maksimal Dalam hal tata kelola
mangrove dikaitkan dalam perencanaan yang matang untuk menghasilkan
produk yang berbasiskan konservasi atau pemanfaatan sumberdaya laut
yang optimal. Mengutip dari Martinez (985) dalam Theresia, Aprilian
(2014:250) yang menyatakan bahwa

“pembangunan yang efektif, merupakan hasil dari penentuan
pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil tial and error tetapi akibat
dari perencanaan yang baik”

Efektif dan efisiennya suatu kegiatan berdasarkan pada proses
perencanaan yang baik dalam menentukan hasil dengan proses identitikasi

dan dari penentuan permasalahan yang muncul dar beberapa pilihan

dimasyarakat.
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Berjalannya efektif dan efisiensi dalam tata kelola hutan mangrove di
Kabupaten Nunukan akan menjawab tingkat keberhasilan dari prinsip-
prinsip darl good - governance yang diterapkan oleh United Nation
Development Project (UNDP) tahun 1997, setiap prinsipnya mulai dari
komponen partisipasi, supremasi hukum, tanggung jawab, transparansi
hingga efektif dan efisiensi merangkup dengan komplek penyelsesaina
masalah yang dihadapi dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten
Nunukan. Semua komponen saling terkait, dalam menyiasati satu
kompenon ke dalam komponen yang lain, peran dari elemen stakeholders
dari masing-masing elemenpun mempunyai peran yang berbeda.

2, Faktor Penghambat dan Pendukung Tata Kelola Mangrove di Kabupaten
Nunukan

Menurut prinsip good governance uvang diadopsi dari United Nation
Development Project (UNDP) tahun 1997 bahwa prinsip good governance
tersebut mencakup: 1) Partisipasi (participation), 2) kepastian hukum (rule of law),
3) Transparansi (Transparency), 4). Tanggung jawab (Responsivevenees), 5)
Berorientasi pada kesepakatan (Concencus Orientation), 6) Keadilan (Equity),
7)Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness and efficiency), 8) Akuntabilitas atau
tanggung jawab (accountability), 9) Visi strategic (Strategic Vision), dan dalam
penelitian tata kelola mangrove mengacu pada 5 (lima) prinsip yang dapat di kaji
yaitu mencakup: 1) Partisipasi (participation), 2) kepastian hukum (rule of law), 3)
Transparansi (7ransparency), 4). Tanggung jawab (Responsivevenees), dan

5)Efektifitas dan efisiensi (Effectiveness and efficiency).



43438.pdf

Berdasarkan konsep teori tersebut, maka dapat dibedakan dalam tabel 4.11

matriks Peran Institusi dalam Mendukung good governance pada tata kelola

mangrove dibawah ini :

Tabel 4.11. Matriks Peran Instansi Pemerintah dan Stakeholder dalam Tata

kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan

e Prmsnp e : T
", Good, Partmpasl 'Transllaranm K iAkuntablhtas ‘:-Efel{.t;l:ldan
S Gévernarice- | < e : : .Elfﬁsnen o
Indikator . » Adanya . Tersed:anya Adanyal .¢ Terlaksananya
‘minfmal "pemihama _informasi ' | kesesuaian - . _administrasi
Adopsi:, | m: negara 1.0k | yang.. antara "penyelengcara
Kementnan te_qgaﬁg 5 memadai - pe[aksanaan . anyang tepat
’_Bapenas “proses’ *: | setiap. | dengan'stanidar:|* ‘sisaran dengan
12005 } Jpartisipasi_ |- n.mierigenai’| penyusunan ',"prosedur |- suriber daya
I Adanya | “kepatuhan | dan | pelaksanaan - |- 'yang optimal
- -pengambila | . terhadap ™. |- -implementas- | _» Adariya
n 7| :bukum’ dan- |- ikebijakan | .. perbaikan.
keputusan . | -atdran - |.eAdanya . berKelanjutan
rdas: e, :: akses yang F S e e
|/~ siap” ‘mudan |-
| dijangkau )
{| Pihak vyang | Sostalisasi, Pihak Pengelola, Kontrol,
- bertanggung pendukung Pelaksana, Penghubung Penghubung
: | jawab implementasi | Penghubung,
| Fungsi Pendukung Pemantau Implementasi | Implementasi
.| Koordinasi kebijakan dan | Fungsi
implementasi | Koordinasi
**} Fungsi Pendukung Pemantau Implementasi | Implementasi
.1 Koordinasi kebijakan dan | Fungsi
implementas | Koordinasi
=| Perencana Pendukung Koordinasi Kontrol Kontrol.
: Pendukung
Sosial, Fasilitator kontrol Kontrol Pendukung
kontrol,
Pendukung
“Masyarakat .| Pelaksana Sasaran Sasaran Pelaksana Sasaran

Sumber ; Sedarmayanti (2009: 288)

Tabel 4.11 Matriks Peran Instansi Pemerintah dan Stakeholder dalam Tata

kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan menerangkan bahwa dalam
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mewwjudkan prinsip good governance maka dapat dianalis peran masing-masing

stakeholder dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan, bahwa :

a)

b)

Partisipasi

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal diperlukan
peran partisipatif pada stakeholders. Dimana Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Utara sebagai institusi yang berwenang melakukan inisiasi untuk
mengembangkan tata kelola yang partisipatif dalam balutan kolaborasi, yang
dapat dilaksankan secara opersional oleh UPT.KPH Nunukan sebagai
perpanjangan tangan yang ada di Kabupaten Nunukan. Pengembangan konsep
pengelolaan partisipatif dapat dikolaborasikan dengan Pemkab Nunukan
(Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan dan Bappeda Litbang) dengan tujuan
membangun partisipasi aldif LSM dan masyarakat sekitar.
Kepastian Hukum

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus
dapat mendorong terwujudnya lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove.
Selanjutnya peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam mensosialisasikan
kebijakan tersebut pada stakeholders setiap kabupaten/kota. Peran UPT dan
Pemda mendukung dan mengimlementasikan pada masyarakat sekitar dan
didukung oleh LSM.
Transparansi

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus



d)
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dapat memberikan akses informasi dalam penyusunan kebijakan, lahimya
kebijakan pengelolaan mangrove tentunya melibatkan peran aktif dari
masyarakat. Selanjutnya peran Dinas Kehutanan Provinsi dalam menyediakan
dukungan adanya akses yang mudah di jangkau dan mudah diakses dengan
bantuan internet. Peran UPT dan Pemda dalam fungsi koordinasi terus
menerus agar dapat melanjutkan tata kelola mangrove yang telah
direncanakan dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dari pengawasan
tata kelola mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai sasaran.

Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus
dapat memberikan tanggung jawab yang diikuti rambu-rambu sesuai dengan
standar prosedur pelaksanaan, lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove
tentunya melibatkan peran aktif dari masyarakat. Peran UPT dan Pemda
dalam implementator dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dan
pengawasan tata kelola mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai
sasaran.

Efektif dan Efisien

Mewujudkan tata kelola hutan mangrove yang optimal Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai pemegang kewenangan harus
dapat memberikan fungsi sebagai administrasi penyelenggara dengan
memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove yang optimal dimana

mementingkan kemajuan dari objek sasaran dalam pengelolaan hutan
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mangrove pada setiap Kabupaten/kota sesuai dengan standar prosedur
pelaksanaan, lahirnya kebijakan pengelolaan mangrove sehingga adanya
perbaikan yang berkelanjutan. Peran UPT dan Pemda dalam implementator
dan peran kontrol dari LSM menjadi bagian dari pengawasan tata kelola
mangrove dan melibatkan masyarakat sebagai sasaran.

Sedarmayanti (2009:307) setiap pelaku good governance memiliki
peran dan tugas masing-masing dalam mencapai tujuan hidup bernegara.
Negara (pemerintah) berperan menciptakan lingkungan politik dan hukum
kondusif, negara (pemerintah) berperan dan bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

a. Faktor Pendukung

Hasil penelitian dan  yang mendukung terlaksananya good
governance diperlukannya langkah-langkah untuk menuju reformasi
birokrasi dalam prinsip yang tertuang dalam United Nation Development
Project (UNDP) tahun 1997 dan dipadukan dengan indikator minimal dari
Kementrian Bapennas tahun 2005 maka prinsip yang mendukung adanya
tata kelola mangrove yang optimal di Kabupaten Nunukan adalah :
1) XKepastian Hukum

Supremast hukum yang mendukung adanya tata kelola hutan

mangrove yang optimal adalah dengan telah tersusunnya supremasi

hukum yang melindungi tentang perlindungan hutan baik secara umum
maupun hutan mangrove seperti yang diatur dalam UU No 41 tahun

1999.
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e “.... UU yang mengatur dengan perlindungan yang mengatur
kawasan hutan jadi ada dalam UU kehutanan, yaitu UU No
41 tahun 1999...”

Supremasi hukum yang mengatur tentang tata kelola mangrove
di himpun dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam
pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar
fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara
optimal dan lestari”. Artinya supremasi tentang perlindungan
kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam
pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail

dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.

Menguatkan pernyaataan yang mendukung tentang kebijakan
perlindungan, dalam wawancara bersama Kasubid SDA LH BapeddA
Litbang Kabupaten Nunukan, tentang telah berhasilnya UU yang
mengatur perampingan birckrasi secara keseluruhan.

“...Kalau UU yang sudah ditetapkan dengan adanya UU 23 tahun

2014 mengubah kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi,

menurut saya sudah pas ya. Sudah bagus. Karena Provinsi itu kan

perpanjangan tangan dari pusat, artinya banyak anggaran yang
digelontorkan dari pusat untuk di arahkan ke provinsi, kalau dari

Pusat langsung kekabupaten, pembagiannya sangat banyak....”

Artinya pernyataan ini menguatkan adanya kewenangan yang

beralih ke Provinsi, sudah lebih baik dalam upaya mengefisiensikan

birokrasi, proses akan berjalan dengan didukungnya kebijakan yang
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berada pada satu pintu untuk semua kabupaten lebih efektif dan
efisien.

Supremasi hukum aparat birokrasi yang dikutip dala
Sedarmayanti (2009:290) menjelaskan adanya kejelasan dan
prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta; dan dari segi
masyarakat sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk
menjamin hak warga negara dalam menegakkan pertanggunggugatan
pemerintah.

Kepastian hukum telah terlaksananya perbaikan dari tahun ke
tahun dalam tata kelola hutan mangrove, adanya konsistensi dari UU
23 tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah adalah
upaya Pemerintah dalam merampingkan dan meningkatkan kinerja
melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisiensi dan
akuntabilitas. Dalam perjalannya peran Provinsi dalam kewenangnya
mendapatkan anggaran dari pemerintah Pusat lebih besar peluangnya,
karena bila anggaran diterjunkan langsung ke Kabupaten maka hasil
baginya akan menjadi kecil. Selanjutnya, tata kelola mangrove UU No
27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan
Kecil kemudian dirubah dengan UU No. 1 tahun 2014. Kemudian
diperkuat Dalam UU No 41 tahun 1999, tentang Kehutanan dalam
pasal 46 “penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar

fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi, tercapai secara
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optimal dan lestari”. Artinya supremasi tentang perlindungan
kehutanan di mana pengertian hutan mangrove terakumulasi dalam
pengertian kehutanan secara umum, sudah sangat baik dan detail
dalam menaungi perlindungan hutan secara umum.

Dengan adanya perundang-undangan yang mendukung program
konservasi dan perlindungan hutan dan kehutanan, untuk kawasan
mangrove yang telah menjadi program unggulan dari Dinas Kehutanan
Kabupaten yang sebelumnya agar dilanjutkan sebagai bagian dari
kegiatan Dinas Kehutanan provinsi, dan sebagai dinas yang berwenang
dalam tata kelola konservasi mangrove secara utuh berada pada Dinas
Perikanan dan Kelauatan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam peran
Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan sudah melakukan koordinasi
yang cukup kuat sehingga program prioritas yang dikembangkan
dalam RPJMD sudah sesuai dengan Provinsi.

Partisipasi dari masyarakat

Peran partisipasi yang telah dilakukan masyarakat di kabupaten
Nunukan dalam dampingan Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
dengan terbentuknya kelompok Pengawas Masyarakat yaitu
Pokwasmas yang dibentuk di beberapa kelompok. Kelompok ini telah
dibentuk, namun dalam perjalannya peran perorangan tidak
mempunyai kekuatan ntuk menegur apabila ada yang melakukan

penebangan.
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Perihal partisipasi masyai‘akat yang tidak terlibat dalam
pokwasmas, ketua Kelompok Perumahan Nelayan Mansapa
beragumen bahwa partisipasi masyarakat perlu di ajak dan dijempu
dalam sebuah kegiatan,

Pentingnya peran masyarakat seharusnya didukung oleh
peagawasan dalam bentuk kelompok kerja masyarakat ataupun
Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) yang kemudian
ditindaklanjuti dengan peran aktif masyarakat dalam pengendalian
cksplorasi terhadap hutan mangrove. Masyarakat dapat melibatkan diri
pada partisipasi bila ada kegiatan yang mendukung dalam
keterkaitannya adanya bantuan segi penanaman dan adanya bimbingan
langsung dari Penyuluh Kehutanan terkait kegiatan RHL Mangrove.

Pernyataan ini didukung oleh teori tentang peran partisipasi
masyarakat dalam faktor-faktor pendorong partisipasi yang dikutip
cleh Sastroputro dalam Djannati (2016:17) faktor-faktor yang
mempengaruhi  partisipasi masyarakat adalah keadaan sosial
masyarakat, kegiatan program pembangunan dan keadaaan alam
sekitar.

Berjalannya proses partisipasi yang aktif dalam pelaksanaannya
perlu didukung dan didorong oleh instansi yang berwenang,
Kewenangan yang saat ini bergulir oleh Provinsi Kalimantan Ultara,
bahwa kegiatan tata kelola ini akan menjamin adanya peran

stakeholder yang aktif dari berbagai pihak, sehingga peran masyarakat
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tidak berada pada sasaran utama pembangunan. Perlu adanya peran
aktif' dari swasta, dan Pemerintah dalam melanjutkan program yang
telah tersusun dalam tata kelola mangrove.
b. Faktor Penghambat
Faktor penghambat dari tata kelola mangrove kabupaten Nunukan :
1) Kurangnya peran partisipasi dari pihak swasta
Hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan pendukung
yaitu Kasi SDA LH Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan
mengemukakan :
“....belum ada partisipasi yang terlihat saat ini kolaborasi

yang bisa menghasilkan produk dan kerjasama yang baik
tentang konservasi mangrove...”

Pihak swasta yang ada di Kabupaten Nunukan hanya bergelut pada
kepentingan yang berhubungan denga CSR sekitar perusahaan
terscbut, Tata kelola hutan mangrove masih belum ada
keikutsertaan partisipasi oleh pihak swasta.

Partisipasi yang dilakukan dalam tata kelola hutan mangrove
adalah dengan melibatkan kelompok masyarakat dan pihak sawasta
dalam kepentingan pemanfaatan hutan mangrove baik secara aktif
berperan dalam konsensus atau suara maupun peran pemanfaatan
dalam secara fhisik dari buah, daun, batang maupun akar secara

berkenjutan
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Pengelolaan mangrove didasarkan atas tiga tahapan yaitu : isu
ekologi dan sosial ekonomi, kelembagaan dan perangkat hukum
serta strategt pelaksanaan rencana. Isu ckologi meliputi tampak
ekologis intervensi manusia terhadap ekosistem mangrove.
Berbagai dampak kegiatan manusa terhadap ekosistem mangrove
harus diidentifikasi baik yang telah terjadi maupun yang akan
terjadi dikemudia hari. Tohopi (2014:45), pengelolaan hutan
mangrove terdapat 3 (tiga) komponen yang saling berkaitan yaitu :
(1) Potensi sumberdaya hutan mangrove. (2) Masyarakat disckitar
hutan mangrove (petani tambak) dan (3) Aparatur pemerintah.
Ketiga komponen tersebut merupakan komponen yang dinamis.
Sehingga dalam kebijakan pengelolaan mangrove melalui pelibatan
masyarakat lebih proaktif kearah pemberdayaan masyarakat dalam
bentuk partisipasi.

Konsep “governance” bukanlah merupakan konsep baru.
Secara sederhana governance dapat diartikan sebagai proses
pembuatan kebijakan dan proses dimana kebijakan dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan (UNESCAP) dikutip oleh Eko (2011:4.3)

Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan
antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya,
Governance mencakup 3  (tiga) domain yaitu stare
(negara/pemerintah), private sectors (sektor swasta/dunia usaha),

dan society (masyarakat). (Sedarmayanti, 2009:270) dalam hal ini
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dapat diartikan good governance sektor publik diartikan sebagai
suatu proses tata kelola yang baik, dengan melibatkan stakeholders,
terhadap berbagai kegiatan perckonomian, sosial politikk dan
pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam,
keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan
dengan menganut asas : keadilan, pemerataan persamaan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas (World ConConference on
Governance, UNDP, 1999} dalam Sedarmayanti (2009:270)

Peran dari pihak swasta belum tampak, peran dalam
mendukung konservasi masih dalam proses perencanaan. Masih
kurangnya minat swasta dalam peluang memanfaatkan potensi
mangrove memberikan dampak kurangnya minat ‘investasi pada
pengelolaan mangrove. Tata kelola mangrove dalam hal konservasi
belum prioritas, pelaksanaan pembangunan masih mengarah pada
produksi rumput laut, sementara rumput laut membutuhkan bahan
baku untuk penjemuran dari bahan kayu mangrove, sehingga
populasi kayu mangrove tidak sinergi dengan pertumbuhan secara
alam. Partisipasi masyarakat pada penanaman mangrove hanya
terbatas pada program yang menjadi stimulant pelaksaan kegiatan
dengan menggunakan anggaran dari pemerintah.

Belum ada transparansi dalam tata kelola hutan mangrove

Hasil wawancara bersama Dinas Perikanan Kabupaten

Nunukan menyebutkan adanya fungsi koordinasi yang harus
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dikuatkan, karena pengganggaran berda pada kewenangan Dinas
Perikanan dan Keluatan Propinsi Kalimantan Utara

“..... perencanaan sudah ada. Sudah ada masterplan dari kami
kabupaten tentang pengelolaan mangrove, namun karena
kewenangan mangrove sudah dipindahkan ke provinsi, jadi
pihak kabupaten berjalan dengan adanya koordinasi,
mengingat kewenangan di provinsi, maka pendanaan juga di
provinsi...”

Ditambahkan pendapat dari Bappeda Litbang Kab. Nunukan
berkaitan dengan transparansi kejelasan harus sudah ada dalam
perencanaan.

...... kabupaten merupaka objek, artinya seharusnya ada
kete.rbukaan‘ terhadap program yang akan dilakukan pada
masing-masing program...”

Transparansi (keterbukaan) dalam Sedarmayanti (2009:288)
dapat dilihat 3 (tiga) aspek: (1) adanya kebijakan terbuka terhadap
pengawasan, (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat
menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, (3) Berlakunya
prinsip check and balance é.ntar lembaga eksekutif dan legislative.
Tujuan transparansi membangun rasa saling percaya antara
pemerintah dengan publi yang membutuhkan. Dalam tata kelola
hutan mangrove yang saat ini berpindah kewenangannya ke
Provinsi, di mana Provinsi mengakomodir 5  (lima)
Kabupaten/Kota, dan rentang kendali pengawasan yang jauh,

membuat peran Provinsi belum bertindak dalam proses pengawasan
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yang dilakukan oleh pihak Provinsi, belum adanya informasi
kepada masyarakat tentang pola pengawasan yang sebaiknya
dilakukan pada lahan mangrove setelah program RHL di lakukan di
kawasan mangrove. Lamanya proses pengajuan dari P3D yang
dibentuk untuk mengelola asset membuka peluang pada pelaku
untuk memanfaatkan lahan yang dibuka tanpa melakukan ijin garap.
Makin besarnya kebutuhan masyarakat tentang ruang produksi dan
kebutuhan akan bahan baku produksi yang mudah didapat, maka
tidak dielakkan adanya perambahan yang makin meluas di kawasan
mangrove.
Kurangnya SDM yang bertanggung jawab pada pengelolaan
mangrove

Dalam wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan
bahwa adanya kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang telah
dilaksanakan dalam pengelolaan mangrove saat ini masih ada
kekurangan dalam pengawasan pada tiap-tiaap kabupaten/kota.
Seperti yang di kemukakan Kepala UPT. KPH Nunukan :

“..untuk pelaksanaan pengawasan seharusnya memamg
harus dilaksanakan, namun saat ini belum optimal
pengawasannya pertama, tidak ada sarana prasarana, kedua
tidak ada pendanaan dan yang ketiga SDM kurang...”

Kurangnya SDM pada Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini

sebagai bagian dad implementasi fungsi pengawas, dan kurangnya




4

o

43438.pdf

111

partisipasi masyarakat dalam Pokwasmas dalam semua titik pantau
mangrove, seperti yang ditambahkan dalam Sedarmayanti
{2009:104) bahwa “mediz pertanggungjawaban dalam konsep
akuntabilitas tidak terbatas pada laporan petanggungjawaban saja,
tetapi juga mencakup praktik kemudahan pemberi mandate,
mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung
secara lisan maupun tulisan” . peran dari pokwasmas yang telah
dibentuk belum dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk
laporan secara tertulis dan tidak tertulis, sehingga diperlukannya
kekuatan hukum yang dapat melindungi hasil dari investigasi yang
dilakukan oleh masyarakat setempat setelah melakukan penjarahan.

Dalam pengelolnan mangrove yang melibatkan dua instansi
Kementrian ini mengakibatkan adanya ego sektoral yang merasa
bertanggung jawab atas program dan kegiatan mangrove, namun
dalam perannya selama ini belum tampak secara nyata hasil ‘yang
dilakukan oleh masyarakat dalam kepeduliannya terhadap
pengelolaan ekosistem mangrove.

Kurang efekiif dan efisien dalam pemanfaatan pengelolaan
mangrove

Belum efektifnya pengelolaan mangrove ini dapat dirasakan
oleh informan utama seperti yang dikemukakan :

“...pengelolaan mangrove belum optimal, karena kita
(dinas Kehutanan) belum konsen dalam pengelolaan
mangrove dengan memanfaatkan mangrove yang sangat




43438.pdf
112

besar, dengan adanya biota mangrove terhadap
kehidupan...”

Ditambahkan penyataan dari Direktur LSM PLH bahawa tidak

efisien dan efektifya penyelengparaan tata kelola mangrove di

Kabupaten Nunukan karena dari Dinas Perikanan belum

terbentuknya UPT yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota
“..belum efektif, kita lihat prosedur pengawasan
melibatkan orang propinsi, jadi perlu ada UPT pada
masing-masing Kabupaten yang berhubungan dengan
pengawasan pada Dinas Perikanan...”

Pengelolaan yang efektif adalah sesuai dengan administrasi
yang telah berada pada masing-masing tupokgi pada bidangnya.
_Senada dengan hal tersebut, Prasojo, (2011:4.6) diperlukannya
governance melibatkan tidak hanya negara (pemerintah) tetapi juga
scktor swasta dan masyarakat madani kesemuanya di mana dalam
tata kelola mangrove di Kabupaten Nunukan diperlukan
pengelolaan yang melibatkan semua stakeholders, kurangnya atau
bahkan tidak ada campur tangan dari pihak swasta dalam
pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Nunukan ini membawa
cerita tersendiri, dalam kaitannya pengelolaan Lingkungan Hidup
scharusnya ada beberapa pihak swasta yang condong
memperhatikan lingkungan dalam kesinegisitas ekslporasi terhadap
alam. Sehingga terciptanya pelaksanaan tata kelola mangrove yang

cfisien dan efektif dalam menjalankan fungsi ekonomi dan ekologi.
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Dukungan secara materi dapat meningkatkan daya kinerja yang saat

ini tergantung pada kewenangan provinsi. Sedarmayanti (2009:307)

menambahkan :
adanya peran swasta berperan menciptakan pekerjaan dan
pendapatan. Peran sektor swasta sangat penting dalam pola
keperintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai
sumber peluang meningkatkan produktifitas, penyerapan
tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik,
pengembangan usaha, pertumbuban ekonomi.

Pentingnya peran swasta akan membuka peluang bagi
perekonomian yang layak dalam kolaborasi kepemerintahan,
dengan adanya kontribusi yang diberikan dari sektor swasta, akan
mengubah pola pikir masyarakat tentang adanya fungsi ekologi

yang dapat menghasilkan fungsi ekonomi.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil dan pembahasan pada Bab [V dan merujuk pada hasil

penelitian dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Karakteristtk dalam good governance mencerminkan terjadinya proses

pengambilan keputusan stakeholders, dengan menerapkan prinsip good
governance, yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan
efektifitas dan efisiensi. Pada tata kelola hutan mangrove di Kabupaten
Nunukan belum diterapkan dengan baik, pentingnya penerapan menjadi tolak
ukur/indicator dan ciri/karakteristik kepemerintahan yang baik. Secara teoritis
prinsip good governance dalam tata kelola‘ mangrove belum diaplikasikan
melibatkan stakeholders dan masyarakat, Dari prinsip good governance ada
yang masih kurang, yaitu kurang terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan
hutan mangrove dan partisipasi masyarakat yang belum terarah.
Dalam tata kelola hutan mangrove menggunakan prinsip good governance
{a) Belum adanya pemahaman tentang proses partisipasi. Dimana dalam peran
instansi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan selaku pemegang kewenangan
dan peran swasta dalam ikut partisipasi dalam tata kelola mangrove belum
erjalan (b). sudah ada supremasi hukum yang mengatur tentang pengelolaan
mangrove mulai dari perlinsungan SDA, partisipasi yang dilakukan oleh
masyarakat dan indikator minimal yang harus dilakukan oleh dinas Kehutanan

adalah terciptanya imlementasi dari kepastian hukum adanya pemahaman

114
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mengenai kepatuhan terhadap hukum dan aturan, (c). belum terlaksananya
prinsip transparansi indikator minimal yang harus dilakukan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah melaksanakan penyusunan dan
implementasi kebijakan dan adanya kemudahan dalam mengakses informasi
yang dilakukan oleh Dinas bagi Kabupaten/Kota, (d) Belum terlaksanya
prinsip akuntabilitas atau tanggung jawab adalah peran dan Dinas Kehutana
Provinsi sebagai induk melakukan kesesuaian antara pelaksanaan dengan
standar prosedur pelaksanaan, dimana peran pengawasan yang menjadi
prosedur dapat dilakukan scbagai pemegang kewenangan. (e). kefektifitasan
dan efesiensi adalah dimana peran dinas Kehutanan dalam melakukan peran
sebagai pengontrol dan mengkoordinir agar terlaksananya administrasi
penyelenggaraan yang tepat sasaran dengan sumber daya yang optimal dan

melakukan perbaikan berkelanjutan.

. Faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove,

diantaranya :

a. Faktor pendukung adalah adanya supremasi hukum yang mengatur
tercapainya kebijakan tentang tata kelola mangrove yang telah'menjadi dasar
dalam pelaksanaan pengelolaan mangrove dari tahun ke tahun mengalami
perubahan dan perbaikan. Peran penting dari terciptanya sistem hukum yang
mengatur tata kelola mangrove ini menyelesaikan permasalahn yang berada
pada kelemahan sistem pengawasan. Dalam hal ini supremasi hukum

merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Selain dari
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supremasi hukum faktor pendukung yang ada telah dibentuknya kelompok
pengawas masyarakat (pokwasmas) yang didampingi oleh Dinas Perikanan
Kabupaten Nunukan,

b. faktor penghambat dalam tata kelola hutan mangrove d kabupaten Nunukan
adalah dimana kurangnya peran partisipasi, tidak terlaksananya transparansi
dalam tata kelola hutan mangrove, kurangnya SDM yang bertanggung jawab
pada pengelolaan mangrove, dan kurang efektif dan efisien dalam
pemanfaatan pengelolaan mangrove. Dalam pelaksaan tata kelola mangrove
diperiukannya koordinasi yang kuat, pengawasan yang berada pada setiap
kabupaten kota yang bertanggungjawab pad pengelolaan mangrove,
diperlukannya peran partisipasi yang aktif’ dari masyarakat, diperlukannya
fungst sosial kontrol dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Schingga
terarahnya perencanaan yang matang dari Provinsi hingga Kabupaten.

B. Saran

1. Teoritis

Tata kelola hutan mangrove secara teoritis menggunakan prinsip good

governance dalam penerapan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan
sebaiknya menggunakan memperhatikan prinsip partisipasi, kepastian hukum,
transparasi, tanggung jawab (akuntabilitas) serta efektif dan efisiensi agar dapat.
mencapat tata kelola hutan mangrove yang optimal.

2. Praktis
a. Diperlukan adanya integrasi pelaku pemerintah dalam melakukan sistem tata

kelola hutan mangrove yang melibatkan instansi pemerintahan. Pemerintahan
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yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mejalankan sistem koordinasi
yang baik, dengan melaksanakan prosedur dari awal perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi.

b. Perlunya pelibatan masyarakat agara dapat berperan aktif dalam mengelola
kawasan hutan mangrove yang berbasis masyarakat. Peran masyarakat
Kabupaten Nunukan dalam pengelolaan hutan mangrove masih sebatas peran
yang dipaksa, dengan melakukan adanya program yang mempunyai biaya
(stimulan) sehingga dalam mengubah pola perilaku agar dibuka peluang
berupa studi banding atau belajar bersama masyarakat yang mempunyai
komunitas dalam pengelolaan hutan mangrove sehingga dapat menghasilkan
mata pencaharian yang dapat mengubah sistem eksplorasi menjadi sistem
ckologi dan ekonomi.

c. Perlunya dibentuk kelompok kerja pemerhati mangrove yang melibatkan
stakeholders di bawah bimbingan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi,
dengan melibatkan Dinas terkait di Kabupaten Nunukan.

d. Perlu adanya sosialisasi, penyuluhan dan pemasangan papan peringatan agar
dapat mengurangi dampak penggunaan kayu bakau (mangrove)

¢. Perlunya kejelasan tentang kewenangan pengelolan hutan mangrove yang
hanya berada pada satu pintu kementerian. Masih adanya peran dari
Kementerian Kehutanan dengan Kementrian Perikanan dan Kelautan, dimana
saat ini masih ada tumpang tindih kebijakan, schingga titik konsentrasi

menjadi pecah dengan adanya ego sektoral.
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Faktor pendukung dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan
perlu dimaksimalkan dengan menerapkan tindakan secara preventif (usulan
pencegahan) dan representative (tindakan kasus) agar dapat menjadi kekuatan
dalam melaksanakan tata kelola mangrove. Sedangkan faktor-faktor
penghambat dapat diminimalisir dengan meningkatkan peran dan fungsi
pemerintah  dengan menambabhkan SDM yang ideal dilapangan dengan
membuka peluang penambahan tenaga PNS yang menyeimbangi kegiatan
pengawasan dilapangan baik dari PNS maupun dari tenaga honorer. Dimana
tenaga lapangan mengimbangi pengawasan idealnya 1 (satu) desa/kelurahan 1
(satu) pengawas lapang.

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui seberapa besar dampak
tata kelola hutan mangrove sehingga dapat memberikan masukan pada
pengambil kebijakan agar tercapainya tata kelola hutan mangrove yang

optimal.
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
TATA KELOLA HUTAN MANGROVE DI KABUPATEN NUNUKAN

A. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama

2. Umur

3. Pekerjaan

4. Jabatan

5. Instansi/lembaga

6. Pendidikan terakhir
B. DAFTARPERTANYAAN

Latar belakang Pengelolaan Mangrove

1. Menurut Anda, siapa yang berwenang dalam pengelolaan mangrove saat
ini?
2. Menurut anda apakah perumusan tujuan atas pengelolaan mangrove saat ini?

Apa yang menjadi penycbab pengelolaan mangrove belum optimal?

a

4, Bagaimana menurut anda tentang Perencanaan pengelolaan mangrove saat
ini?
5. Bagaimana menurut anda tentang pengelolaan mangrove yang efektif
selanjutnya?
6. Bagaimana seharusnya peran Pemprov dan Pemkab ?

7. Bagaimana pola pembagian kerja saat ini?
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Bagaimana Pola Pendelegasian wewenang pada unit KPH masing-masing
ditingkat kabupaten/kota?

Bagaimana prosedur Koordinasi pengelolaan hutan mangrove saat ini?
Bagaimana proses pengawasan terhadap pengelolaan mangrove saat ini dan
bagaimana dengan pemanfaatan mangrove bagi masyrakat dalam hal ini
pengalih fungsian mangrove?

Menurut anda siapakah yang bertanggungjawab atas pengelolaan mangrove
saat ini?

Adakah pembiayaan/ anggaran yang dikelola dalam melaksanakan
pengelolaan mangrove 7

Bagaimana menurut anda tentang proses pengorganisasian dalam
pengelolaan mangrove yang dikelola oleh propinsi saat ini?

Apa yang talah dan akan dilakukan oleh pegawai anda dalam pengelolaan
mangrove saat ini?

Pengelolaan (tata kelola)

a. Secara organisatoris (formal) siapakah yang harus berkontribusi dalam
pengelolaan mangrove di Kabupaten?

b. bagaimana strategi pelibatan masyarakat pelibatan masyarakat maupun
swasta dalam pengelolaan hutan mangrove?

Bagaimana usaha penegakan aturan hutan mangrove yang ada di kabupaten
a. secara prepentif (usulan pencegahan)

b. Secara Representatatif (tindakan kasus)




17.

18.
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Dalam tata kelola mangrove adakah peran partisispasi dari elemen
masyarakat ataupun pihak swasta?

Dalam tata kelola mangrove adakah supremasi hukum yang menuangkan
tentang pengelolaan mangrove secara kolaborasi?

Tertuangkan visi dan misi pengelolaan mangrove dalam RPJMD Propinsi
selama ini?

Dalam pelaksanaan pengorganisasian apakah sudah melibatkan pegawai
yang berkompeten dalam pengelolaan mangrove?

Dalam pengorganisasian mangrove, apakah sudah sesuai dengan jumlah

pejabat yang bertanggungjawab dengan luasan mangrove yang tersedia?

. Apakah perundang-undangn selama ini sudah mencover pengelolaan

mangrove secara detail? Mengapa?
Apakah peran masyarakat, swasta dan pemerintah sekitar mangrove sudah
berpartisipasi dalam kelola mangrove? Dalam bentuk apa?

Apakah harapan Bapak untuk pengelolaan Hutan mangrove selanjutnya?
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Matriks Interview Guide dan Hasil Wawancara

No | Prinsip Informan Pertanyaan Jawaban
L. Partisipasi | Kasubdit RHL | 1. bagaimana menurut | 1. sudah mulai dianggarkan
(lhsan  Hadi, | Bapak, Perencanaan | dan  direncanakan, seperti
S.Hut) pengelolaan mangrove saat | sudah  berjalannya  lomba
ini? Apakah sudah | pengelolaan mangrove, pada
diakomodir dalam | dasarnya lomba untuk
penganggaraanya memberikan semangat untuk
Bagaimana Peran | menjaga hutan mangrove.
partisipasi masyarakat dan | 2. kalau swasta... ya mungkin
swasta tethadap | CSR nya, perlunya diajaka
pengelolaan hutan | bicara oleh Dinas bagaimana
mangrove pihak swasta bisa berperan
2. Bagaimana pihak swasta | 3. sudah melibatkan
diperankan masyarakat dari LKMD.

3. Peran partisipasi dari

Harusnya di KPH ada kegitan

masyrakat atau swasta yang bisa menyatukan swasta
4. dalam bentuk apa|dan  masyarakat  seperti
parisipasi masyarakat | kelompok yang ada di Bontang
dalam kolaborasi kelola | ada pendampingan dengan
mangrove pihak swasta Pertamina.
4. dalam bentuk kelompck
kerja mangrove saat ini belun
ada
2. menurut bapak | 2. memerankan
seharusnya peran Pemprov | masyarakatnya, Peran Pemda

dan Pemkab?

Menurut bapak APL dan
Kawasan. Dan bagaimana
pola pembagian kerjanya

masalah legalitas lahannya dan
masyarakatnya. Jadi ada peran
pemkab. Pemkab mengurusi
bagian dari APL. Kalau

kewenangan Propinsi harus
masuk kawasn dan masuk
dalam peta PIAPS.

Pola pembagian kerja

disesnaikan dengan kegiatan
yang di propinsi, karena UPt
dibawak  Dinas  kehutan
Propinsi
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No

Prinsip

Informan

Pertanyaan

| Jawaban

3. Pola Pendelegasian | dan
Koordinasi

Propinsi selalmu melibatkan
UPT yang mempunyai
wilayah. Masyarakat setempat
dan anggaran dari Propinsi.
Koordinasi, misalnya ada
kegiatan  seperti  lomba,
koordinasi kami  dengan
masyarakat yang punya lahan
data luasnya berapa kel taninya
berapa. Tinggal Dinas
Kehutanan melaksanakan
kegiatan, disesuaikan dengan
anggaran yang ada.

Kepala UPT
KPH Nunukan

1. bagaimana menurut
Bapak, Perencanaan
pengelolaan mangrove saat
mi? Apakah sudah

diakomodir dalam
penganggaraanya
Bagaimana Peran
partisipasi masyarakat dan
swasta terhadap
pengelolaan hutan
mangrove

2. Bagaimana pihak swasta
diperankan

3. Peran partisipasi dari
masyrakat atay swasta

4. dalam bentuk apa
parisipasi masyarakat
dalam kolaborasi kelola
mangrove

1. Sudah sesuai, dimana ada
perencanaan mengerucut ke
fungsi ekonomi dan fungsi
ekologi

Perencanaan  pengelolaan
mangrove di  Kabupaten
Nunukan  dibagi  dua,
berdasarkan wawasan peta
Indikasi Areal Perhutanan
Sosial  (PIAPS)  yang
selanjutnya dikelola oleh
UPT KPH dibawah Dinas
Kehutanan propinsi, dalam
hal ini tidak semua
Mangrove ada didalam peta
PIAPS tersebut, ada juga
kawasan mangrove yang
berada di Lokasi APL.
Alokasi Penggunaan lain hal
ini diatur oleh Kabupaten

2. Swasta akan diperankan
dalam pemanfaatan
budidaya kepiting, udang
dan pemasaran rumput laut.
3. Dan peran masyarakatnya
seharunya dilibatkan dengan
membentuk kelompok kegja.
4. Kolaborsainya dibentuk
dalam Pokja, sebelum saya
menjabat kepala KPH dan
masih Di Dinas Kehutanan
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dan Perkebunan kabupaten
Nunukan, sudah mulai ada
pembentukan Pokja tingkat
Nasional kemudian
diakomodir di Propinsi.
Selanjutnya akan diterukan
ke Kabupaten, namun belum
sempat ke Kabpuaten sudah
ada pergeseran ke Propinsi.

Kabid Perairan

Dinas

Perikanan
Nunukan

Kasubbid
SDA LH
BAPPEDA
LITBANG
Kabupaten
Nunukan.
Beni
Pasitadia,
S.Hut, M.AP

L. Bagaimana

Peran

partisipasi masyarakat dan

swasta
pengelolaan
mangrove

2.  menurut

terhadap
hutan

ibu apakah

sudah berjalan partisipasi
yvang melibatkan pihak
swasta dan masyarakat?

I. Bagaimana

pola

pengelolaan mangrove saat

mi Pak?

2. menurut bapak apakah
sudah berjalan partisipasi
yang melibatkan pihak
swasta dan masyarakat?

1. peran partisipasi masyarakat
dengan menjaga pribadi agar
mangrove tidak lagi ditebang.
Kemudian masyarakat dengan
telah dibentuknya Pokmaswas.
Kelompok Masyarakat
Pengawas dengan
memberdayakan = melakukan
pelatihan pengelolaan bahan
dad mangrove. Jadi
masyarakat  itu  mengerti
manfaat mangrove dari buah,
akar sampai daun, sehingga
tidak mau menebang pohon
mangrove lagi.

2. kalan peran swasta, kami
sudah pernah mengajukan ke
Pertamina untuk membangun
infrastruktur , tapi karna ada
suatu hal belum bisa di bantu
dari dana CSR.

1. untuk pengelolaan
mangrove pengelolaannya di
kabupaten ada pada Dinas
Lingkungan hidup (DLH)
Nunukan, karena mencakup
pengendalian kerusakan hutan
dan lahan. Kalau untuk
perbaikan konservasi lakan
mangrove kewenangannya ada
pada Dinas perikanan
kabupaten. Kebijakan program
masuk dalam pengendalian
kerusakan.

2. belum ada partisipasi yang
terfihat saat ini kolaborast
yang bisa  menghasilkan
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produk dan kerjasama yang
batk  tentang  konservasi
mangrove.

LSM
Perkumpulan
Lintas Hijau
{PLH)

1.Apakah sudah dilibatkan

dalam kerjasama
pengelolaan hutan
mangrove

2. Bagiaman
perkembangannya
sekarang?

[.Sudah Pemah dilibatkan,
dalam pengajuan pengelolaan
mangrove di Desa Setabu,
Tanjung Cantik dan Setalak

2. Perkembangannya sekarang
masih dalam proses, karema
kewenangan berada pada level
Provinsi, sekaranga sudah
berada pada kewenangan
Dinas Perikanan Provinsi.
Schingga proses pengajuan
pengelolaan hutan mangrove
pun tertunda,

Masyarakat
(Pak  Ramli
Mansapa,
Nelayan)

1. Apa yang bapak ketahui
tentang manfaat mangrove
bagi kita?

2. Dalan bentuk apa
kerjasama atau partisipasi
bapak dalam pengelolaan

hutan mangrove

3. pernah tidak pak, ada
usulan dari Bapak-bapak di
daerah sini yang
mengusulkan tentang
pemelibaraan mangrove ke
pertermuan seperti

Mausrenbangdes ataupun ke
musrenbang kecamatan?

1.  Yang saya ketahui
mangrove bermanfaat untuk
melindungi  daratan  dan
gelombang bu, dan biasanya
kami kalau memancing, kalan
masih banyak manrove nya
masth banyak dapat hasil ikan.
2. kami sudah pemash
menanam mangrove di
dampingi oleh Penyuluh
kehutanan, yang tahun 2011
kegiatan Bansos itu dengan
menanam mangrove dan ada
bantuan budidaya rumput lant,
dad situ kami bisa membuat
kas buat kelompok, dan
kelompok sampai saat ini bisa
melakukan simpan pinjam.
Tahun 2012 kami dapat
bantuan KBR  penanaman
mangrove lagi

3. kalau kemusrenbang....
Biasanya ketua RT saja yang
diundang, kami pernah cerita,
baisanya kami mengajukan
usulan di pembangunan fisik
saja, seperti pemambahan
jembatan yang menuju kearah
laut dan bentuk fisik yang lain,
seperti pengadaan air bersih
dan lain-lain. Kalau untuk ke
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mangrove belum ada.
2. Kepastian | Kasubdit RHL | 1. Siapa yang berwenang | 1. Pada dasarnya ° yang
Hukum (hsan  Hadi, | mongelola mangrove mengclola  mangrove  itu
S.Hut) 2. perlu ada findakan | adalah semua masyarakat
apabila da yang menebang | terutama masyarakat yang
dari masyarakat untuk | memanfaatkan mangrove tadi,
digunakan kayu bakau | namun secara
sebagai para-para kelembagaannnya ya memang
3. pengawasan dari | oleh Dinas Kehutanan Propinsi
POLHUT perlu tidak? atau yang dari UPT kehutanan
4. Bagaimana | yang di Kabupaten
pencegahannya 2. masyarakat itu tidak bisa
5. adakah supremasi hukum | disalahkan kaena tidak tau,
yang menuangkan tentang | jadi diperlukan solusi dimana
pengelolaan mangrove | para-para itu bisa pake limbah
secara kolaborasi ? kayu
6. apakah UU selama ini | 3. harus ada, perlu juga
mengcover pengelolaan | sesekali yang  menebang
secara detail? ditindak, harus ada
pembelajatran .
4. Maksudnya pencegahan
dengan melibatkan penyuluh,
masyarakat dan tokoh adat.
Bahwa manfaat mangrove
sangat  dibutuhkan  untuk
penghidupan merecka
5. sama dengan UU yang
mengatur dengan perlindungan
yang mengatur kawasan hutan
jadi ada dalam UU kehutanan,
vaitu UU No 41 tahun 1999
6. kalan dalam kawasan ada
supremasinya seperti HKm.
Sama dengan mangrove,
aturannyapun kehutanan
lah...cara tindakan kasus. Ya
itu tadi... perlumya sock
therapy, sudah dikasih
penyuluhan jadi perlu ada
tindakan
Kepala UPT | 1. Siapa yang berwenang [ 1. Saat ini, pengelolaan
KPH Nuoukan | mengelola mangrove mangrove memang sebagian
2. perlukah ada tindakan | sndah beralih ke Propinsi,
pengawasan 7 ) namun tidak semua. Dalam
3. Bagaimana | nonoclolaan mangrove yang
pencegahannya termasuk dalam kawasan

4. adakah supremasi hukum
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yang menuangkan tentang
pengelolaan mangrove
secara kolaborasi ?

5. apakah UU selama ini
mengcover pengelolaan
secara detail?

hutan berubah menjadi
kewenangan Propinsi,
namun dalam kawasan
Alokast Penggunaan Lain
(APL) masih didalam
kewenangan Kabupaten.
Dalam hal ini, organisasi
yang yang  berwenang
didacrah adalah DLH,
Perikanan dan Kelautan.

Dulu waktu saya masih di
Dinas Kehutanan,
pengelolaan Mangrove itu
dalam tingkat Nasional akan
dibentuk kelompok Kerja
Mangrove, selanjutnya
ditingkat Kabupaten ada
Kelompok kerja Mangrove
Daerah, secharusnya itu
berjalan. Hal ini sudah
diprakarsai sebelum kita
KPH pindah atau beralih ke

Propinsi.

2. Untuk  pelaksanaan
pengawasan seharusnya
memamg harus

dilaksanakan, namun saat
ini belum  optimal
pengawasannya  pertama,
tidak ada sarana prasarana,
kedua tidak ada pendanaan
dan yang ketiga SDM
kurang.

3. Untuk pencegahan atau
tindakan, selama ini belum
pernah ada tindakan kepada
masyarakat

4. kalau masuk dalam
kawasn hutan, amak
supremasi  hukum yang
menuangkan kolabarasi
adalah HKm, HTR, asal
masuk dalam peta PIAPS
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(Penta Indikatif Perhutanan
Sosial) kalau untuk
mangrove yang masuk di
PIAPS adalah Tinabasan
atau sebelah Pulau nunukan,
Siemenggaris, dan Muara
Sembakung.

5. Kalau menelaah kembali
Kepres No 23 tahunl990
didalamnya sudah lengkap
semua

Dinas
Perikanan
Nunukan.
Kepala
Bidang
Perijinan
Usaha
Perikanan
dan Tempat
Pelelangan
Ikan, Eva
Rahmifa,
S.Pi, M.AP

1. Siapa yang berwenang

mengelola mangrove
ada tindakan

2. perlu

apabila da yang menebang

dati  masyarakat

untuk

digunakan kayu bakau

sebagai para-para

1. yang berwenang menegelola
mangrove  adalah  Dinas
Perikanan Propinsi, tapi yang
dulu-dulu = sudah  pemah
dilakukan oleh Kehutanan,
saat i bisa dilanjutkan
kembali, saat ini sudah jelas di
UU No. 23 tahun 2014.pasal
27  Propinsi memberikan
kewenangan Sumberdaya Laut
terkait pengelolaan wilayah
pesisir. Kemudian UU No. 27
tahun 2007 perubahan UU No
1 tahun 2014  tentang
Pengelolaan wilayah Pesisisr
di Pulau-pulau Kecil

2. Kasus tindakan.
Belumpemah ada ditindak,
selama ini cumin teguran lisa
dari pihak pengawas.

Bappeda
kabupaten
Nunukan

Bagaimana menurut bapak
tentang kepastian bukum
yang mengatur tata kelola
butanmangrove sat ini pak?

Kalau UU yang sudah
ditetapkan dengan adanya UU
23 fahun 2014 mogubah
kewenangan dari Kabupaten
ke Propinsi, menurut saya
sudah pas ya. Sudah bagus.
Karena Propinst itu kan
perpanjangan  tangan  dari
pusat, artinya banyak anggaran
yang digelontorkan dari pusat
untuk di arahkan ke kabupaten,
kalau dari Pusat langsung
kekabupaten, pembagiannya
sangat banyak.

LSM

1.Apa yang bapak ketahui

UU No 27 tahun 2007 tentang
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Perkumpulan | tentang supremasi hukum | pengelolaan pesisir dan pulau-

Lintas Hijau | yang menga tentang tata | pulau kecil.

(PLH) kelola mangrove 2. untuk daerah setabu, yang
2. Apakah masyarakat | mengajukan konsevasi
sudah mengetahui prosedur | mangrove adalah masyarakat
hukum tentang konservasi | setabu, maka masyarakat
mangrove atau | sekitar mangrove paham betul
pemanfaatan mangrove | bagaimana prosedur
sehingga tanaman | perlindungan mangrove,
mangrove di lindungitur hmmm tidak semua

masyarakat tahu namun di
dacrah  Setalak, mangrove
malah dibuka untuk tambak,

Masyarakat 1. Apakah bapak ; 1. Kalau kami disini tinggal
mengetahui ada atau tidak | dirumah perumahan nelayan
peraturan yang mengatur | ini karena ada pihak Bupati
tentang kepilikan | yang memberikan ijin untuk
mangrove. menetap di perumahan nelayan
2. bapak tau ftenfang | ini. Artinya mangrove dan
peraturan mnomor berapa | pesisir ini  adalah milik
yang Dberkenaan dengan | Pemerintah, kami hanya ijin
mangrove? menempati karena kami rata-
3. bagaimana pola | rata pembudidaya rumput laut.
pengawasan mangrove | 2. uatuk UU saya tidak pernah
apabila ada bapak lihat | hapal, sesekali ada informasi
yang menebang pohon | dari penyuluh tentang larangan
mangrove disekitar bapak.? | menebang, namun saya Iupa

UU yang mengatur aya.
3. memang ada satu dua orang
yang, menebang pohon, bahkan
hasil penanaman vang
dilakukan pada tahun 2012
yang berada di  dekat
perumahian ini ada yang sudah
habis menjadi tempat
penjemuran, namun dalam hal
ini belum ada yang mencgur
secara langsung dan diber
tindakan.
3. | Transpara | Kasubdit RHL | 1.Adakah pembiayaan | 1. Ada . seperti lomba-lomba
nsi (Thsan  Hadji, | dalam pengelolaan | tahun ini, tahun depan juga ada
mangrove penggaranmya.

S.Hut)

2. apa yang telah dilakukan
yang telah dan akan
dilakukan

3. apakah visi dan misi
pengelolaan mangrove

Tahun depan di 3 kabupaten

2. Lomba penilaian mangrove
yang telah dilakukan Untuk
yang akan dilakukan tahun
depan seperti  akan Tarakan,
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apakah ada  informasi

LNo Prinsip Informan Pertanyaan Jawaban
masuk dalam RPJMD Bulungan dan Nunukan aka
nada bantuan tanaman Pl
dengan penanaman,
pembiayaan pemeliharaan
3. secara khusus belum ada
pamun Secara umum sudah
dalam  wvisi  dan misi
melestarikan lingkungan
Kepala UPT | 1.Adakah pembiayaan | 1. ada, seperi lomba
KPH Nunukan | dalam pengelolaan | mangrove untuk tahun ini yang
mangrove di kelola leh dinas Kehutanan
2. apa yang telah dilakukan | Propinsi
yang telah dan akan | 2. untuk yang akan dilakukan
dilakukan belum ada, tentang mangrove,
3. apakah visi dan misi | karena menginduk pada Dinas
pengelolaan mangrove | Kehutanan Propinsi
masuk dalam RPJMD 3. Secara jelas terfuang
belum ada, namun secara
visi dan misi masuk yaitu
dalam wupaya pelestarian
lingkungan
Kabid Perairan } 1. apakah perencanaan | 1. perencanaan sudah ada.
Dinas pengelolaan mangrove ini { Sudah ada masterplan dari
Perikanan sudah ada di Propinsi? kamu  kabupaten  tentang
Nunukan 2.  bagaimana  dengan | pengelolaan mangrove, namun
pendanaannya bu? karena kewenangan mangrove
sudah dipindahkan ke propinsi,
jadi pihak kabupaten berjalan
denganadanya koordinasi
2. mengingat kewenangan di
propinsi, maka pendanaan juga
di propinsi.
Bappeda Bagaimana “apakah | Kalau di Bappeda hanya
kabupaten perencanaan vang | melakukan kegiatan rapat-
Nunukan ditakukan oleh - Propinsi | rapat saja, untuk kegiatan
sesuai dan adaoya | mengenai program mangrove
keterbukaan dalam hal | mungkin berada pada masing-
anggaran.? masing Dinas. Dimana
kabupaten merupaka objek,
artinya seharusnya ada
keterbukaan terhadap program
yeng ekan dilakukan pada
masing-masing program.
LSM Bgumna keterbukaannya | Untuk tata kelola mangrove
Perkumpulan | dalam pengelolaannya, | hanya sebatas UU yang kami

pelajari, bila di Kabupaten
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(PLH) tentang penyusunan | kami mengetahui SK yang
implementasi kebijakan | mengatur tentang kawasan
tentang mangrove konservasi yang diajukan pada

Desa Setabu, setalah dan
Tanjung  Cantlkk, namun
kendala di Propinst, kami saja
tidak mengetahui
perkembangan kelujutan dart
ususlan kawasan konservasi
szat 1Ini, namun setelah
kewenangan erpindah ke
Provinsi tindak lanjut
pengajuan pengelolaan kami
belum bisa dilanjutkan. Masih
ad proses panggilan lagi dari
Provinsi.

Masyarakat 1.Apakah ada informasi | Belum ada bu, kalau yang
tentang kegiatan mangrove | budidaya  tangkap sama
dari  pihak pemenntah | pembagian mesin saja yang
uotuk saat ini pak, sekitar | ada, untuk mangrove nya tidak
tahun 2017 ini? ada.
2.Tau kah bapak siapa yang | 2. kalau mangrovenya saya
berwenang dalam | kira kehutanan, karena pohon
mengelola mangrove? yang dilindung;i

4. | Tanggung | Kasubdit RHL | 1. Apakah tujuan utama | 1. Tujuan utama pengelolaan
Jawab (Thsan  Hadi, | pengelolaan mangrove mangrove saat ini adalah untuj
S.Hut) 2. proses pengawasan menjaga areal pantai agar tidak

3. proses pengorganisasian
4. secara  organisatoris
(formal) siapa  vang
berkontribusi dan
bagaimana strategi
pelibatannya

terjadi abrasi, melindungi dari
ombak

2. dimulai dengan masyarakat
disckitar tersebut, sehingga
masyarakat memiliki wilayah
tersebut, pihak Dinas hanya
mengakomodir kebutuhan, dan

peran Disperindakop
membantu  dalam  proses
peinasaran.

3. ada pada bidang RHL dan
DAS di Dinas Kehutanan
propinsi

4. Dikabupaten UPT KPH,
DLH Kabupaten, Perikanan
dan BAppeda sebagai
Perencana dan untuk menjual
Disperindakop dilibatkan agar
produksi dan kelestarian bisa
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sinergi. Agar kita melarang
dengan pada masyarakat ada
juga solusi, sesekali harus ada
sock theraphy.

Kepala UPT
KPH Nunukan

l. Mengapa pengelolaan
mangrove belum optimal?
2 Bagaimana dengan
pembagian kerja antara

pada  Propinsi  dan
Kabupaten.
3. Bagaimana Pola

pendelegasian wewenang
pada unit KPH masing-
masing ditingkat
kabupaten/kota?

1. mengapa belum optimal,
Masyarakat butuh ruang
untuk berusaha saat ini
seperti kegiatan rumput laut,
kemudian kurangnya SDM
untuk pengawasan

2. Pembagian kerja dengan
menggunakan pola Peta
PIAPS dan APL yang telah
ditentukan, PIAPS dan
termasuk dalam kawasan
hutan akan dikerjakan oleh
Propinsi dan dilanjutkan
pada UPT KPH dimasing-
masing Kabupaten,
sementara di kabupaten
akan mengerjakan
Mangrove dalam kawasan
APL

3. Mengenai delegasi KPH
mengambil alih ke kawasan
hutan mangrove, sementara
Kabupaten berorientasi pada
kawasan mangrove pada
APL

Kabid Perairan
Dinag
Perikanan
Nunukan

L. siapakah yang
bertanggung jawab
pengelolaan mangrove di
kabupaten

Tata kelola tahapan konservasi
mangrove (karena dibidang
saya konservasi) setelah ada
P3D yang saat ini sudah ada
proses. Jadi, pengawasan
dilakukan di Propinsi. Popinsi
sudah ada pengawasan sudah
ada SK Patroli dari propinsi.

Bappeda
kabupaten
Nunukan

Bagaiman scharusnya pola
pembagian  kerja  agar
tanggung  jawab  atas
pengelolaan mangruv
maksimal?

Jika sudah diserahkan ke
Propinsi pasti ada upaya
pengawasan dari  propinsi,
karena Dinas  Perikanan
Kabupaten tidak berwenang
lagi. Namun Propinsi
kekuranga SDM dan rentan
kendali yang sangat jauh perlu
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biaya yang banyak untuk
sampai ke Kabupaten,
memang sulit ya, karena saat
ada kasus sementara pengawas
masih dalam perjalanan.
LSM Menurut Bapak, tanggung | Ya, belum maksimal ya, kalan
Perkumpulan | jawab vang dilakukan saat | yang saya tahu ada lanjutan
Lintas Hijau | ini sudah sesuai? Dimana | dimana Dinas Perikanan dan
(PLH), kewenangan di propinsi | Kelautan saat ini  sedang
KAMIRUDD! | semntara objek | berproses ke P3D percepatan
N, pengembangan di | pengalihan Pegawai daerah
DIREKTUR Kabupaten. dengan rencana akan
PLH dibentuknya  UPT  pada
masing-masing  Kabupaten,
namun proses tersebut tidak
mudah dan perlu waktu.
Masyarakat 1. kalau ada penebangan, | 1. untuk saat ini penyuluh
kadang dari warga | kehutanannya sudah jarang
setempat, kira — kira pernah | kesini pak, jadi kalau ada yang
ada yang larang tidak pak? | menebaiig biasanya dilakukan
sembunyi-sembunyi, tapi tidak
banyak, satu satu saya lihat,
untuk memperbaiki para-para,
tidak ada juga yang menegur
atau mengawasi.

5. | Efektif Kasubdit RHL | 1. Mengapa pengelolaan | I. Pengelolaan mangrove
dan (thsan Hadi, | mangrove belum optimal? | belum optimal, karena kita
Efisien S.Hut) 2. Pengelolaan mangrove | (dinas Kechutapan)  belum

yang effektif dan effisien konsen dalam pengelolaan

3. Perlu ada SK kolaborasi
?

4. Ada komunikasi khusus
tidak tentang pengelolaan
mangrove yang saat ini
sudah beralih ke Kabupaten

mangrove dengan
memanfaatkan mangrove yang
sangat besar, dengan adanya
biota mangrove terhadap
kehidupan  °

2. intinya, agar effektif adalah
melibatkan masyarakat, intinya
kolaborasi, seperti
memberikan penyuluhan
tentang manfaat mangrove
karena untak kebelangsungan
mangrove mereka, dengan
sendirinya masyarakat sekitar
senang, apalagi ditambahkan
dengan adanya program.
3. dad KTH yang
terbentu tadi.

4. belum ada pelimpahan

sudah
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Kabupaten ke Propinsi tentang
pengelolaan mangrove.

Kepala UPT
KPH Nunukan

1. Mcugapa pengelolaan
mangrove belum optimalt?

2. Pengelolaan mangrove
yang effektif dan effisien

3. Bagaimana prosedur
Koordinasi pengelolaan
hutan mangrove saat ini?

1. Masyarakat butuh fuang
untuk berusaha saat ini
seperti kegiatan rumput faut,
kemudian kurangnya SDM
untuk pengawasan

2. Sebaiknya  dengan
membentuk  itu  tadi...
kelompok Kerja Mangrove
yang  meliputi  semua
instansi seperti PU, Bapeda
Saat ini sudah terbentuk
Kelompok Kerja Kayan
Sembakung dalam hal ini
melibatkan Bappeda
Propinsi  yaitu  dengan
Bapak Datuk Iman

3. Untuk tata kelola
mangrove prosedur
koordinasi dilakukan oleh
pithak - Dans  kehutanan
Propinsi Kaltara, dibawah
bidang Perencanaan dalam
hal ini dengan Bapak Obed
sementara di UPT KPH
selaku operator

Kabid Perairan
Dinas
Perikanan
Nunukan

Bagaimana  keefektifisan

dan efisiensi

Secara efektif dan efisien
belum  optimal.  Xarena
semua keputusan ada pada
Propinsi, dikabupaten hanya
fungsi koordinasi. Semua
naggaran, pegawasan kita
serahkan ke Propinsi kan...

Bappeda
kabupaten
Nunukan

Bagaimana menurutbapak
keefektifan dan efesiensi
peugelolaan mangrove
setelah kewenangan
berubah ke Propinsi?

Fungsi kabupaten  adalah
fungsi koordinasi ya,
koordinasinya ya berupa rapat-
rapat, kalau untuk koordinasi
pendanaan yang dilihat adalah
pihak propinsi adalab prioritas.
Segala bentuk yang berubah
kewenangannya dari
kabupaten ke kota harus
diajukan dulu dat kabupaten
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ke Propinsi untuk dimasukkan
dalam RPJMd, kemudian dip
roses dalam Musrenbang, dan
disusun Renstra  Propinsi.
Dalam hal mi perlu adanya
koordinasi yang mendalam
dari Kabupaten dan Propinsi.

Namun secara SDM nya
kurrang efektif] karena
Proipinsi kan banyank yang
dikoordinasikan , kita lihat di
Kaltara ada lima
kabupaten/kota, namun
kemanmpuan teknis lebih
banyak dikuasai oleh
Kabupaten, sehingga kurang
efisien, karena terkadang
kurangnya singkronisasi
anatara kabupaten dan
Propinsi, tenmtang prioritas
kegiatan tadi. Menurut
kabupaten penting, namun
menurut Propinsi biasa saja,
sehingga bagaimanapun
objeknya adalah kabupaten.

LSM
Perkumpulan
Lintas Hijau
(PLH)

1.Bagimana menurut
Bapak, Apakah sudah
efektif dan efisien tata
kelola mangrove yang
dilakukan saat ini?

2. saat tzhun sebelumnya
pengelolaan mangrove juga
melibatkan Dinas
Kehutanan yang berperan
dalam perlindungan hutan,
menurut bapak perlukan
peran Dinas Kehutanaa
dalam mendampingi
pengelolaan hutan
mangrove saat ini?

Belum efektif, kita lihat
prosedur pengawasan
melibatkan orang propinsi, jadi
perlu ada UPT pada masing-
masing Kabupaten.

2. saya pikir satu saja va,
karena kalau dua kementrian
akan ada dua nggaran dalam
pengelolaan manggove,
sehingga masing-masing Dinas
akan merasa ego sektoral, dan
adanya pemborosan anggaran
hanya pada  pengelolaan

-mangrove, saya pikir tepat

sudah di Kementrian
Perikanan dan Kelauatan,

Masyarakat

Kira — kira menurut bapak,
apa yang harus dilakukan
oleh  pemerintah, agar
pengawasan mangrove
lebih baik lagi, lebih efektif
dan dapat diterima oleh

Kalau kami memang dilarang
menebang, kami mau ada yang
menggantikan dari mana kayu
kami bisa dapat bu, karena
makin lama memang kayu
untuk para-para makin rusak m
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masyarakat,

2. apa yang bapak harapkan
agar  partisipasi  warga
setempat dapat digerakkan
dalam perlindungan
mangrove dan pemanfaatan
mangrove saat ini

bu.

2. kalau warga saya rasa,
menunggu jemputan  bola,
dalam konsep apapun untuk
kebaikan kita bersama pasti
warga setyju by,  hanya
bagaimana mengajak warga
dan warga mungkin banyak
yang ingin bergabung bu,
Karena sebagian besar berada
di sekitar mangrove untuk
mencari rejeki.
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PENDISTRIBUSIAN PERAN PENTULUH KEHUTANAN DALAM PERHUTANAN SOSIAL
BERDASARKAN PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL

PAOVINST KALIMANTAN UTARA.
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KASUPATEN fEGTA KECAMATAM DESA WAS (HA) | “PErRvULUH ReTARAN

BULUNGAN 37,902
BUNTY 1,182
BURYU BARAT 1,282

PESO 157
LONG LENUH 157

PESD HALIR 1862
LONG BANG 366

LONG BANG HULU &8

LONG LEMBU 181

LONG TELENIAY 300

LONG TUNGU 333

SEKATAX, 13,077
BLOLY 167

BUNAU 416

LAGY 5,805

MARITAM 51

PUNGIT 2,790

FSERATAX BENGARA 2,570

SEXATAX BUJI 1140

TERINDAK 39

TANTUNG PALAS 158
ANTUTAN 158

TANIUNG PALAS BARAT B65
LONG SAM 322

MARA HILIR 478

MARA SATU &6

TANRING PALAS TENGAH 8,242
SALIM BATU 2,131

[TANIUNG BUEA 111

TENIUNG PALAS TIMUR 9,435
MANGKU PADI 6,152

SALAU 2.733

[TANIUTNG PALAS UTARA 1365
PANCA AGUNG 1365

TANIUNG SELOR 1208
GUNUNG SERIANG 1,208

MALIHAY 34300
KAYAN HILIR 5373
DATA DUAN m

LONG SULE 5,040

SUNGAL ANAL 1

FAYAN HULU 11340
LOWG NAWANG 3,506

LONG PAVAL 2,856

LONG TEMUYAT 3273

MAWARG BARU 1636

|xAvAN SELATAN 3328
LIDUNG PAYAU 226

LONG AMPUNG 629

kG URD 994

METLANG 1479

MALIALY EARAT 1719
LONG BILA 1719

MALINALF SELRTAN 222
SENGAYAN 229

MALINAL SELATAN HILIR 3,545

144
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145

HO | KABuPATEN /xaTA] .- “KECAMATAN DESA  lwasiHA) | PENvULLHKERUTANAN: | - wowp
PUNAN LONG ADIU 67 '

PUNAN SETARAP 503

SETULANG 1,675

MALINAU SELATAN HULU 7,938
LONG JALAN 1,839

TANIUNG NANGA 99

MALINAU UTARA 32
SERUYUNG 2

MENTARANG 538
HARAPAN MAJU 598

SUNGAI TUBU 209
LONG RANAU 204

3| NUNURAN 5182
NUNUKAN 18.247
NUNUKAN BARAT 18247

SEBUKY 20,195
APAS 11.072

KEKAYAP 1,268

PEMBELIANGAN 7,842

SEI MENGGARIS 4,825
SH RANT) 2231

TABUR LESTARI 2.585

SEMBAXUNG 6.067
ATAP 89

BUTAS BAGU 454

LABUK 308

LUBAXAN 1

MARLK BUNGKUL 3ol

PAGAR 52

TEPIAN 329

TUIUNG 883

SEMBAXUNG ATULAI 2544
BINANUN 75

KATUL 665

UK BULY in

LUBOK BUAT 612

[mamBuwy 28

PAGALUYON 299
PULAU KERAS 65.

SABULUAN 162

SADUMAN ns

a_ | TANATGUNG ' 8,83
MURUX RIAN 175
RIAN 175

SESAYAP 554
SEDULUN 564

SESAVAP HILIR 8049
' BADAN BIKIS _ 5543

BEBATUY 76

BUANG BARU. 200

SELUDAU. )

SEPALA DALUNG 56
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